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ABSTRAK 

 

Vita Wulandari. Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan 

Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus kabupaten Gresik Jawa Timur). 

Kata Kunci : Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik, Pilkada 2020, 

Protokol Kesehatan 

 Skripsi ini meneliti tentang problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

Jawa Timur. Penelitian ini mengacu pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kota 

Gresik tahun 2020. 

 Teknik pengambilan subjek penelitian atau informan menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling dilandasi dengan pertimbangan atau dengan cara 

memilih narasumber yang memang dianggap paling tahu. Teknik pengumpulan data 

dengan cara melakukan wawancara, serta teknik analisa menggunakan deskriptif kulitatif. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu teori pemilu, teori pilkada, dan 

teori demokrasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dimana penulis mendapatkan data berupa tulisan atau lisan dari orang yang 

bersangkutan pada penelitian. 

 Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa menurut informan , dalam 

penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pandemi covid 19 Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Gresik tidak merasa adanya problematika justru adanya civid 19 menjadi 

tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 1). Pada Pilkada 2020 Komisi 

Pemilihan Umum Daerah Gresik tidak lagi menggunakan sistem situng melainkan 

menggunakan sistem Sirekap untuk pertama kalinya 2). Adanya covid 19 tidak 

menyurutkan tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Gresik  3). Komisi Pemilihan 

Umum Daerah Gresik hanya mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan pencegahan 

penularan covid 19 di Pilkada 2020 4). Adanya kendala di TPS (5). Terjadinya politik 

uang (6). 
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ABSTRACT 

 

Vita Wulandari : Komisi Pemilihan Umum Daerah Problems In The 2020 Election 

Implementation The Covid-19 Pandemic ( Case Study Of Gresik Regency, East Java) 

Keyword : Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah Problem, 2020 Regional Head 

Election, Health Protocol 

 This thesis examines the problems of Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik, 

East Java. This study refers to the regional head election (Pilkada) in Gresik 2020. 

 The technique of taking research subjects or informan using purposive sampling 

technique. Purposive sampling is based on considerations or by selecting sources who are 

considered to know the most. Data collection techniques by conducting interviews, as 

well as analytical techniques using qualitative descriptive. Theories used in this study are 

3, namely election theory, election theory, and democratic theory. In this research, the 

researcher uses a descriptive qualitative approach where the writer gets data in theform 

of writing or orally and the person concerned in the study. 

 Based on the research, it was found that according to the informant, in holding the 

2020 Pilkada in the midst of the C0vid-19 pandemic, the Gresik Komisi Pemilihan Umum 

Daerah did not feel there were any problems, in fact the existence of Covid-19 was a 

challenge for the Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah 1). In the 2020 Pilkada Gresik 

Komisi Pemilihan Umum Daerah no longer uses the situng system but uses the sirekap 

system for the first time 2). The existence of Covid-19 did not dampen the level of 

community participation in Gresik Regency 3). Komisi Pemilihan Umum DAERAH 

Gresik only adheres to health protocols to prevent the transmission of Covid 19 in the 

2020 Pilkada 4). There are obstacles at polling stations (5). The happening of money 

politic (6). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Negara yang mengadakan pemilu sama halnya dengan Indonesia, adalah 

negara yang sudah resmi mengumumkan dirinya sebagai negara demokrasi.2 

Proses demokrasi pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999.  Pada awalnya 

sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 mengenai pemerintahan daerah pada 

tahun 2004, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dilaksanakan 

dengan penuh, kemudian diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 

mengenai pemeilihan umum yang menyetujui pengukuhan serta pemecatan 

kepala daerah dan wakil ketua.3 

 Adanya perubahan Undang-Undang Dasar tentang pemerintahan daerah 

Nomor 9 tahun 2015 yang berisikan bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan 

di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme perahilan kepemimpinan 

daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian 

dengan Undang-Undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota.4 

                                                            
2 Retno sari handayani dan khairul fahmi, “problematika pemungutan suara ulang pemilu serentak tahun 

2019” , jurnal hukum media bhakti vol 3 no 2 Desember 2019, hal 100 
3 Rian Sacipto, “Problematika Pilkada Kabupaten Pati Tinjauan Terhadap (Putusan Mk Nomor 

:82/PKPU.D.IX-2011, Integralistik No 1/th.XXIX/2018” , hal 29  
4 UUD Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah 
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 Pilkada merupakan kerangka dalam mewujudkan demokratisasi didaerah. 

Proses ini diharapkan dapat secara menyeluruh dengan adanya pembajakan 

kekuasaan oleh partai yang mempunyai jabatan atau tempat di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.5 

 Transfer kekuasaan dari pusat ke daerah merupakan instrumen 

desentralisasi untuk melakukan Pilkada. Pilkada secara nasional adalah wadah 

untuk mengganti serta memilih pemerintah yang sudah diatur dengan baik. 

Masyarakat akan dengan mudah dan bebas memilih pemimpin yang mereka 

pantas untuk dijadikan seorang pemimpin melewati Pilkada. mewujudkan 

kedaulatan rakyat bisa  melalui Pilkada. Pilkada memiliki makna lain yaitu cara 

masyarakat untuk menentukan masa depan pemerintahan yang adil, berdaulat dan 

terciptanya masyarakat yang sejahtera.6 

 Penyelenggaraan Pilkada ini merupakan bagian terpenting untuk 

kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi. Penyelenggaraan Pilkada 

sendiri adalah bentuk dari demokrasi di Indonesia. Pilkada sendiri memiliki tujuan 

untuk membantu para pemimpin yang terpilih dengan benar melakukan tindakan 

atas nama rakyat agar pemilihannya dilaksanakan secara langsung oleh 

masyarakat. Artinya penyelenggaraan Pilkada merupakan mekanisme demokratis 

untuk masyarakat bisa menentukan dan memilih pemimpinnya sendiri. Oleh 

karena itu, pemberian mandat dari masyarakat kepada calon pemimpin bisa 

dilakukan melalui Pilkada dengan harapan supaya para pemimpin yang terpilih 

                                                            
5 Ridho Imawan Hanafi. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk 

Partai Politik” . Jurnal Penelitian Politik Vol 11 No 2 Desember 2014. Hal 1 
6 Mustafa Latif. “Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia” .(Yogyakarta : UII Press,2010) hal 30 
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dapat memperjuangkan dan mementingkan kepentingan rakyat ketimbang 

kepentingan pribadi. Semangat kedaulatan rakyat sebagai mekanisme pemilihan 

dalam penyelenggaraan Pilkada dan harus dilaksanakan secara demokratis.7 

 Pilkada langsung yang sedang berjalan di Negara Indonesia saat ini adalah 

runtunan peristiwa yang lumayan panjang dari sebuah usaha demokrasi di Negara 

Indonesia. Pada tahun 1998 rezim otoritarianisme orde baru telah berakhir dan 

tidak serta merta memberikan perubahan pada tata cara atau metode pemilihan 

kepala daerah yang sentralistik dan tidak terbuka kepada masyarakat, sehingga 

terjadilah Pilkada yang demokratis hingga saat ini. Tentunya tidak membutuhkan 

waktu yang singkat untuk melakukan perubahan. Berdasarkan UU No 32 tahun 

2004dengan menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

memastikan gubernur, bupati, serta walikota dipilih secara demokratis. 

 Pilkada Indonesia telah dilakukan secara langsung mulai dari tahun 2005. 

Pelaksaan Pilkada secara langsung tersebut didahului ditahun 2004 dengan 

keberhasilan  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan bentuk 

upaya untuk mengembalikan hak pilih masyarakat secara langsung melalui 

Pilkada. Pelaksanaan Pilkada secara langsung juga untuk membantu 

menghidupkan kembali  demokrasi pasca rezim orde baru berganti ke masa 

reformasi. Pilkada juga merupakan kesempatan mencari pemimpin yang benar-

benar tanggung jawab dan amanat bagi masyarakat secara langsung.8 

   

                                                            
7 Cucu Sutrisno, “Partisipasi Wrga Negara Dalam Pilkada”, Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , Vol 

2 No 2 Juli 2017, Hal 36 
8Ibid   
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 Terkait Pilkada, Edi Kusmayadi, Subhan Agung, dan Akhmad Satori 

(2019 : 1) mengatakan pendapatnya sebagai beikut :  

Saat ini Pemilihan kepala daerah telah mengalami babak baru secara 

serentak. Komisi Pemilihan Umum secara langsung melaksanakan 

Pilkada pada gelombang pertama merupakan tanda berhasilnya 

penyelenggaraan Pilkada pada babak baru dan dilakukan Pilkada 

serentak gelombang kedua pada bulan  februari bahkan sampai april 

2017. Jika melihat keberhasilah penyelenggaraan Pilkada pada 

gelombang pertama dan gelombang kedua dapat dipastiakan bahwa 

Komisi Pemilihan Umum bisa melakukan Penyelenggaraan Pilkada 

mendatang dengan sukses.  

 

 Tahun 2020 adalah tahun yang mengkhawatirkan bagi seluruh dunia,hal 

itu dikarenakan adanya viruscorona, yang ditemukan di China dan menyebar 

diseluruh penjuru dunia.9 DiIndonesia sendiri baru mengkonfirmasi adanya kasus 

virus corona dengan jumlah korban 2 yang merupakan ibu dan anak untuk pertama 

kalinya di bulan Maret 2020. Namun di Indonesia semakin hari Covid-19 semakin 

banyak hingga kini pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan jumlah korban 300.000 

orang lebih  yang terinfeksi virus corona ini. 

 Pilkada tahun 2020 ini masih jadi isu, pasalnya untuk Pilkada 2020 yang 

dilaksanakan 9 Desember 2020, banyak pendapat dari bermacam lapisan.10 Akan 

ada banyak sekali ancaman jika Pilkada tetap digelar antara lain kesehatan, 

keselamatan para peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Beberapa 

gambaran yang membuat Komisi Pemilihan Umum harus mengambil langkah 

keseimbangan antara pemilu tetap berjalan tetapi tidak mengabaikan protokol 

kesehatan. 

                                                            
9 Nur Rohim Yunus Dan Annisa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi 

Penyebaran Corona Virus Covid-19” , Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i Vol 7 No 3 2020, Hal 227 
10 Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, Siti Chadijah. “Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19” . Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Agustus 2020. Hal 61 
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  Ahmad Faizin Karimi Dan David Efendi (2020 : 484) mengatakan bahwa :  

 

Covid-19 akhirnya benar-benar menjadi bom waktu bagi dunia, ada 

beberapa kegaduhan yang diakibatkan oleh ada virus covid-19. Ini 

dikarenakan lambatnya penanganan oleh pemerintah. Salah satunya 

adalah Pilkada 2020, saat pandemi seperti sekarang ini covid-19 justru 

bisa menjadi kendaraan untuk ditunggangi sampai 2024 ini bisa sebagai 

pendulang elektabilitas. 

 

  Pemilu pada saat kondisi pandemi merupakan tantangan tersendiri bagi 

Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya sudut 

pandang dari semua lapisan masyarakat yang pro dan kontra dengan adanya 

Pilkada bulan desember mendatang. Dengan banyaknya berita-berita tentang 

Pilkada maka kemungkinan besar akan  muncul pertanyaan-pertanyaan dari 

seluruh masyarakat akan seperti apa Pilkada tahun ini di tengah pandemi?.11 

 Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 55 negara yang berhak 

menerapkan kebijakan Pemilihan Kepala Daerah. Menurut pasal 20 Ayat 6 UU 

No. 10 Tahun 2016, tanggal 23 September 2020 untuk melaksanakan 

penyelenggaraan Pilkada Indonesia memiliki banyak rencana. Namun, 

pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menjadwal kembali Pilkada 

jadi tanggal 9 Desember 2020 melalui peraturan pemerintah menggantikan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ketetapan ini tentu saja dapat 

menyebabkan banyak pendapat di kalangan masyarakat, yang terpenting 

dikalangan akademisi. Rencana Pilkada dibulan desember mendatang dinilai tidak 

realistis mengingat pada bulan mei lalu jumlah kasus covid-19 semakin hari 

semakin meningkat.12 

                                                            
11 Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, Siti Chadijah. “Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan 

Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19” . Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 Agustus 2020. Hal 61 
12 Ibid, hal 61 
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 KPU RI telah menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

Nomor 5 yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal 

penyelenggarapemilihangubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati , 

dan atau walikota dan wakil walikota tahun 2020. 

 Tahapan pemilihanlanjuan dilaksanakan 15 juni 2020, sesuai dengan 

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga PKPU Nomor 15 tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggara pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur, bupati dan /atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 yang 

diundangkan pada 12 juni 2020. Dengan tetap mempertimbangkan kesiapan 

penyelenggara di daerah, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi 

faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya dijadwalkan mulai 

dilaksanakan pada 18 juni 2020, namun diundur menjadi 24 juni 2020. 

Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon 

perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data 

pemilihtambahan dari kementerian dalam negeri kepada KPU yang semula 

tanggal 15 juni 2020 menjadi 18 juni 2020. 

 Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi 

bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada 

tanggal 9 desember 2020. Seluruh tahapan , program, dan jadwal pemilihan 

serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dnega protokol kesehatan penanganan 

virus covid-19.13 

                                                            
13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggara 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 
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 Al-Qur’an menjelaskan umat islam di wajibkan Menjaga Diri menjadi 

bagian Maqasid Syariah, yakni memelihara diri dari sesuatu  yang mendatangkan 

kemudhorotan. Hal ini sebagaimana firman Allah :  

 وَأنَفِقوُا۟ فىِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلََ تلُْقوُا۟  بأِيَْدِيكُمْ إلِىَ ٱلتَّهْلكَُةِ ۛ وَأحَْسِنوُٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يحُِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ 

Dan infaqkan (Kekayaanmu) dijalan Allah, agar dirimu tidak terjerumus 

ke pada kehancuran dan melakukan kebajikan, karena Allah mencintai 

orang yang melakukan hal baik.  (QS Al-Baqarah 2:195) 

 

 Rasulullah juga memberi tahu umatnya supaya tidak terjerumus dengan 

sesuatu yang berbahaya bagi diri sendiri dan prang lain. (HR Ibn Majah)  

 Terdapat kaidah fiqih yang menganjurkan untuk menjauhi adanya 

kerusakan lebih diutamakan, daripada harus mengambil kemaslahatan. 

Berdasarkan anjuran tersebut, dengan masih tingginya angka penyebaran covid-

19, seyogyanya Pemerintah menunda terkait pelaksanaan Pilkada. Hal ini 

bertujuan agar dapat mencegah semakin banyak masyarakat yang terjangkit 

penyakit covid-19.14 

 Jika dicermati dengan baik, pemerintah Indonesia senantiasa melakukan 

usaha untuk melaksanakan amanah konstitusi melalui dikeluarkannya Perppu No. 

02 Tahun 2020. Akan tetapi saat ini masih dalam status denagn tingkat 

penyebararan Virus Corona sampai saat ini masih belum bisa dikendalikan Tidak 

hanya itu protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahpun masih 

sering diabaikan oleh masyarakat. Hubungan antara Pilkada dan masyarakat 

memanglah sangat penting, dimana diantara keduanya mempunyai hubungan 

                                                            
14 Andrian Saputra, “Menggelar Pilkada Saat Pandemi, Bagaimana Pandangan Islam ?” , Dipublikasikan 

pada artikel online Republika 11 Novevember 05:46 
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yang sangat erat. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk 

keberhasilan Pilkada, karena dengan adanya massa yang sangat banyak adalah  

hal yang amat penting untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Bukan Cuma 

masalah tentang Pilkada saja akan tetapi juga banyak ancaman dan bahaya yang 

ditimbulkan dengan adanya virus covid-19 ini seperti permasalahan ekonomi, 

sosial, transportasi,, bisnis, perdangan dan lain-lain. Masyarakat serta Pemerintah 

diwajibkan untuk tidak mengabaikan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. 

Jika dikaitkan dengan peyelenggaraan Pilkada mendatang, dalam sinergi 

keberasilan pelaksanaan disetiap daerah yang memegang kunci untuk mendorong 

pihak pemerintah adalah masyarakat. Dukungan dan kesadaran masyrakat 

menjadi kunci sejauh mana penyebaran dan penanganan virud covid 19 ini. 

Disadari atau tidak Pilkada 2020 ini adalah satu kontestasi politik yang perlu di 

pertahankan kualitasnya apalagi ditengah masa pandemi sperti ini, tentu saja 

dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan.15 

 Adanya virus corona mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum 

Mengedarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor :179/Pl.02-

Kpt/01/Komisi Pemilihan Umum/Iii/2020, yang memuat mengenai aturan 

ditundanyabeberapa rangkaian Pilkada 2020, termasuk pelantikan panitia 

pemungutan suara (PPS). Siklus kerja, persyaratan  verifikasi yang didukung oleh 

calon perseorangan, pembentukan petugas data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan 

pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar 

                                                            
15 Singgih Choirul Rizki Dan Yusuf Adam Hilman, “Menakar Perbedaan Opono Dalam Agenda 

Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Trngah Covid 19” , Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan 

Humaniora Vol 4 No 2 Agustus 2020, Hal 144 
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pemilih. Penundaan beberapa tahapan Pilkada tersebut mampu menghadirkan 

dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraanya.16 

 Selanjutnya, Indonesia akan melakukan Pilkada 2020 serentak di 270 

daerah yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota. Penyelenggaraan Pilkada 

2020 menjadi terhambat hal ini disebabkan karena adanya virus c0vid-19 

Sementara itu kabupaten Gresik menjadi salah satu daerah yang ikut dalam di 

selenggarakannya Pilkada serentak 2020.  

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis memakai metode kualitatif 

deskriptif untuk pemecahan masalah dengan cara pengamatan manusia 

berdasrkan gejala-gejalanya.  Fokus penelitian ini adalah pada problematika 

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2020. fokus 

penelitian ini terdapat pada kabupaten Gresik yang terdiri dari 18 kecamatan. 

Berikut adalah nama-nama kecamatan di kabupaten Gresik : 

Tabel 1.1 

Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin dirinci menurut kecamatan tahun 2014 

Kecamatan Penduduk laki-

laki 

Penduduk 

perempuan 

Jumlah Rasio jenis 

kelamin 

Wringinanom 36.355 35.818 72.173 101 

Driyorejo 52.252 51.371 103.625 102 

Kedamean 31.453 31.113 62.566 101 

Menganti 61.223 60.043 121.266 102 

                                                            
16 Moch Nurhasiim, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pilkada 2020” , Dipublikasikan Pada Artikel 

Online Pusat Penelitian Politik 15 Mei 2020 
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Cerme 39.463 39.457 78.920 100 

Benjeng 33.196 33.045 66.241 100 

Balongpanggang 29.430 29.560 58.990 100 

Duduksampeyan 25.752 25.794 51.546 100 

Kebomas 52.522 51.133 103.655 103 

Gresik 45.734 45.390 91.124 101 

Manyar 56.434 54.607 111.041 103 

Bungah 33.926 33.501 67.427 101 

Sidayu 22.052 21.705 43.757 102 

Dukun 34.680 34.025 68.705 102 

Panceng 26.477 26.075 52.552 102 

Ujungpangkah 25.636 25.430 51.066 101 

Sangkapura 36.941 36.749 73.690 101 

Tambak 20.762 20.210 40.972 103 

Jumlah 664.288 655.026 1.319.314 101 

Sumber : Dinas kependudukan, catatan sipil dan sosial kabupaten Gresik 

  Teknik pengumpulan data melalui data primer yang didapatkan lewat 

wawancara dengan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik, Selain itu 

pengumpulan data sekunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media online, 

serta bahan lainnya. 
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Oleh sebab itu  peneliti mengalami ketertarikan untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan 

Pilkada di Masa Pandemi” dengan mengambil studi kasus di Komisi Pemilihan 

Umum kabupaten Gresik jawa timur. 

B. Rumusan Masalah 

Menurut pernyataan diatas maka bisa diperoleh rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana Permasalahan yang Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

Hadapi Dalam Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 ? 

2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

untuk mencegah terjadinya klaster baru saat Pilkada ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti yaitu :  

1. Tujuan peneliti mengerjakan penelitian ini adalah peneliti ingin tahu 

bagaimana Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam 

Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19. 

2. Tujuan peneliti melakukan peneliti adalah karena ingin tahu langkah yang 

telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik untuk 

mencegah terjadinya kaster baru saat Pilkada. 

Manfaat penelitian yang dilakukan antara lain : 

1. Bagi akademik 

Penelitian yang dilakukan ini bisa dipakai untuk bahan penelitian yang 

lebih jauh guna menambah pandangan dan pengetahuan mengenai 
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problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pelaksaan Pilkada di 

Masa Pandemi Covid-19, khususnya bagi mahasiswa ilmu politik. 

2. Bagi peneliti  

Penelitian yang dilakukan, sangat diharapkan bisa membantu 

memperbanyak sumber acuan dan bacaan untuk memajukan ilmu 

pengetahuan mengenai Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah 

dalam pelaksanaan Pilkada. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Pada penelitinian inimempunyai maksud untuk meninjau bagaimana 

problematika Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaran Pilkada 

dimasa pandemi covid 19 untuk menambah pengetahuan dalam 

mengembangkan ilmu politik dan sebagai sarana aktualisasi dan aplikasiteori 

dan praktek yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara umum, hasil penelitian yang nantinya  bisa jadi pembelajaran bagi 

Komisi Pemilihan Umum dan bisa memberi kontribusi  kepada masyarakat. 

Selanjutnya penelitian ini mampu memberi manfaat sebagai referensi untuk 

para peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dibidang ini. 

E. Definisi Konseptual 

 Konsep adalah bagian yang terpenting dalam melakukan sebuah 

penelitian. Konsep juga bisa menentukan dan menujukan perhatian penulis pada 
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topik yang telah di tetapkan. Konsep memliki arti untuk menggambarkan sebuah 

kejadian dari gejala yang sama.  

 Berdasarkan deskripsi diatas maka penulis memakai kerangka konseptual 

sebagai tumpuan yang signifikan supaya bisa mengungkapkan bagaimana 

problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 

di Masa Pandemi Covid 19.  

 Bentuk penyajian adalah gambaran suatu hal yang disampaikan seperti 

problematika Komisi Pemilihan Umum itu sendiri saat menghadapi musim-

musim pemilu. Komisi Pemilihan Umum harus siap menghadapi segala kendala 

dimasa sulit yaitu melakukan pemilu dimasa pandami covid-19 yang tidak tahu 

kapan pandemi akan berakhir. 

1. Pemilihan Umum 

 Pemilihan umum adalah wadah bagi masyarakat untuk melakukan 

partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu juga berfungsi 

sebagai sarana legitimasi politik karena pemerintah membutuhkan izin dari 

yang diperintah bisa dikaitkan. Reformasi diakhir tahun 90an yang selanjutnya 

ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dampak perubahan 

sistem pemilu. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan, baik 

pemilihan legislatif ataupun pemilihan untuk menjalankan kekuasaan 

dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Menurut  amandemen tersebut, 

setiap warga negara berhak memilih wakilnya dilembaga Dewan Perwakilan 
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Rakyat, Dewan Perwakilah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.17 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai diselenggarakannya  

Pemilu,menjelaskan tentang tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi 

proses pemilu. Ada 3 badanpenyelenggara pemilu : Komisi Pemilihan Umum, 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum adalah badan penyelenggara 

pemilu yang independen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan 

pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum terdiri dari tujuh anggota 

ditingkat pusat. Anggota Komisi Pemilihan Umum dipilih oleh panitia 

pemilihan dan diangkat  Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum adalah badan eksekutif yang bertanggung atas 

pengelolaan organisasi ditingkat pusat. Sekretaris jendral biasanya dicalonkan 

oleh internal Komisi Pemilihan Umum  dan diangkat untuk masa jabatan lima 

tahun. Struktur Komisi Pemilu Umum dan Sekretariat direplikasikan di 

seluruh tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum 

memiliki sekitar 23.865 staf dan 2.659 anggota diseluruh 531 kantornya.18 

 Terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjadi  

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam 

Undang-Undang ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat sebanyak 575 kursi, dimana daerah pemilihan anggota 

                                                            
17 Hamdan Zoelva, “problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh mahkamah konstitusi” , 

Jurnal konstitusi vol 10 no 3 september 2013, hal 378 
18 Tim penulis JPPR.2015. “Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014 Dindonesia” . Surabaya : Digital 

Lines Distributor. Hal 13-14 
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adalah Dewan Perwakilan Rakyat adalah provinsi, kabupaten/kota, dan 

jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

paling sedikit 3 kusi dan paling banyak 10 kursi. Daerah pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud tercantum dalam 

lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang 

ini. Adapun jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi menurut 

Undang-Undang ini  ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120 kursi 

mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan. Daerah 

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi adalah 

kabupaten/kota. Sementara jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi paling sedikit 3 dan paling banyak 12 

kursi. 

 Untuk jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/ota menurut 

Undang-Undang ini ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 

kursi. didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota. Adapaun jumlah 

kursi anggota Dewan Perwaklah Daerah (DPD)  untuk setiap provinsi menurut 

Undang-Undang ini ditetapkan 4 dengan daerahpemilihannya adalah provinsi. 

 Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa warga 

negara indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 

tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih. 

Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 kali oleh 

penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Adapun warga negara indonesia 
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yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan taidak mempunyai hak 

memilih. Sementara anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang ini tidak 

menggunakan hak pilihnya untuk memilih.19  

2. Otonomi Daerah 

 Otonomi daerah yaitu pemerintah berhak menentukan kebijakannya 

sendiri dan sesuai dengan keinginan masyarakat oleh pemerintah harus nyata, 

luas dan bertanggung jawab, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap 

daerah untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan secara mandiri sesuai 

dengan kepentingan, kondiri, dan potensi masyarakat dimasing-masing 

wilayah.20 

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dijelaskan bahwa : 

a. Pemerintahan pusat adalah presiden republik indonesia yng memegang 

kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia yang dibantu oleh 

wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana 

                                                            
19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
20 Sakinah Nadir. “Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa” . 

Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.  
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dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

c. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan peerintahan 

yang menjadi kewenangan kewenangan daerah otonom. 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya isingkat DPRD 

adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

e. Urusan pemerintahan daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat. 

f. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

g. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan otonomi daerah. 

h. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 

i. Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 
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pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebgai penanggung jawab urusan 

pemerintahan umum. 

 Otonomi daerah merupakan bentuk respon pemeintah terhadap tuntutan 

masyarakat terhadap tertib administrasi negara dan pemerintahan. Hal ini 

terjadi karena merupakan sinyal bahwa kehidupan demokrasi suatu negara 

telah berkembang karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih 

responsif. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip 

pelaksanaan otonomi daerah antara lain :  

1. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan  mengawasi sudut pandang 

demokrasi, keadilan, pemerataan,potensi serta keanekaragaman daerah. 

2. Mewujudkan otonomi daerah menurut otonomi luas, nyata, serta 

bertanggung jawab. 

3. Otonomi daerah  yang luas dan lengkap ditempatkan pada daerah 

kabupaten/kota, dan Provinsi yang memiliki otonomi tertentu. 

4. Memiliki hubungan yang harmonis merupakan perwujudan dari otonomi 

daerah pemerintah pusat dengan daerah, sesuai dengan konstitusi nasional.  

5. Mewujudkan otonomi daerah, kemandirian daerah otonom harus 

ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi daerah administratif di kabupaten 

dan kota. Begitupun kawasan khusus yang diusahakan pada pemerintah 

ataupun pihak lain, antara lain material resmi, daerah pelabuhan, daerah 

industri, daerah penanaman daerah industri, daerah pemukiman, daerah  
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pertambangan, daerah hutan, daerah perkantoran baru, dan daerah wisata, 

juga dapat diajukan untuk daerah otonom.  

6. Dalam melaksanakan otonomi daerah,memperkuat peran dan kegunaan 

badan legislatif daerah, termasuk kegunaan parlemen, kegunaan 

pemeriksaan, dan kegunaan keuangan, serta melaksanakan penglolaan 

administrasi pemerintahan daerah harus lebih tingkatkan. 

7. Untuk melaksanakan azas dekosentrasi, ditaruh di daerah Provinsi di 

tingkatannya adalah wilayah administrais guna meletakkan pelaksanaan 

kewenangan pemerintahan yang di serahkan pada gubernur sebagai wakil 

pemerintahan. 

8. Azaz gotong royong dapat dilaksanakan bukan hanyadari pemerintah ke 

daerah, tapi dari daerah dan pemerintah daerah ke desa, dengan dana, 

infrastruktur, sumber daya manusia, serta wajib mepaorkan status 

pelaksanaanya, dan bertanggung jawab atas orang yang ditugaskan.21  

F. Sistematika Pembahasan 

  Bab pertama dalam skripsi merupakan pendahuluan yang mempunyai 

gambaran umum rangkaian skripsi berdasarkan judul. Penulis menyusun skripsi 

sesuai dengan setiap isi per bab yang dibagi dalam Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, serta 

Sistematika Pembahasan. 

                                                            
21 Dewi Rahma Danirwati. “Implementation Of Regionalautonomy In Realizing Good Governancein The 

West Sumatera Region” . Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholatic) Vol 2 No 3 2018. Hal 45 
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  Bab dua yaitu  teoritis, termasuk tinjauan pustaka dan kerangka teori yang 

menjadi landasan artikel ini , yaitu teori pemilu, teori pilkada, dan teori demokrasi. 

  Bab tiga merupakan metode penelitian anatar lain jenis penelitian, 

pemilihan objek, tahapan, cara pengumpulan data, cara analisis data, cara 

pemeriksaan keabsahan data. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, 

data atau informasi yang digunakan yaitu dari  wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan Bapak Akhmad Roni selaku ketua  Komisi Pemilhan Umum Daerah 

Gresik, Bapak yatmin, Ibu Painem, Ibu Tatik, Bapak Slamet, Bapak Kasno 

sebagai masyarakat serta berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, manuskrip, 

artikel cetak ataupun online dan literatur sejenis yang diterbitkan diperpustakaan 

atau tempat lain. 

  Bab keempat adalah analisis dan pembahasan data,isinya adalah  

penyajian data dan analisa data, juga memaparkan pembahasan serta analisisa 

berdasarkan hasil wawancara. Pada bab ini juga menjelaskan secara rinci berbagai 

hasil penelitian, mulai dari pengumpulan data, dan hasil pembahasan yang beirisi 

tentang Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pilkada Di Masa  

Pandemi Covid-19. 

  Bab kelima yaitu penutup, memberikan paparan tentang kesimpulan  hasil 

penelitian yang merujuk pada bab penyajian data dan analisis data. Selain itu, juga 

dijelaskan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta saran-saran 

yang memberikan berbagai manfaat bagi banyak pihak di kemudian hari. 
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BAB II  

TEORITIK 

 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

 Saat menulis skripsi, penulis mengambil informasi pada penelitian 

sebelumnya sebagai bahan komparatif, yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Peneliti juga mengambil informasi dari buku, skripsi, dan 

jurnal untuk memperoleh informasi yang telah tersedia sebelumnya. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Jurnal 

Sarjan, 

Kemal Al 

Kindi 

Mulya, 

Siti 

Chadijah 

problematika 

dan teknis 

penyelenggaraa

n pemilihan 

kepala daerah 

pada masa 

pandemi covid 

19. (Jurnal Ilmu 

Hukum 3(1), 59-

76,2020) 

Bagaimana 

pilkada 

berdasarkan 

peraturanperund

ang-undangan 

dan 

permasalahan 

dalam 

penyelenggaraas

saat pandemi, 

serta teknik 

penyelenggaraa

nnya dengan 

pemerintah 

melalui perppu 

nomor 2 tahun 

2020 

menetapkan 

bahwa Pilkada 

2020 akan 

dilaksanakan 

pada 9 desember 

mendatang.  

Akan tetapi 

Pilkada tahun ini 

tidak akan 

mengadopsi 

norma-norma 

peradilan atau 

peraturan 

perundang-

undangan, dan 

lebih menitik 

beratkan pada 

kajian pustaka, 

karena bahan 

bakunya adalah 

bahan sekunder 

yaitu peraturan 
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tujuan supaya 

mengetahui 

batas-batas 

penerapan 

hukum terhadap 

pemilihan 

umum dimasa 

pandemi covid-

19 

seperti seperti 

tahun-tahun 

yang lalu, 

karena adanya 

pandemi covid-

19. Pada 

awalnya Pilkada 

akan 

diselenggarakan 

pada 23 

September 2020 

karena adanya 

pandemi harus 

diundur pada 

bulan Desember 

mendatang. 

erundang-

undangan,buku-

buku dan hasil 

penelitian-

penelitian 

sebelumnya, 

tetapi masih 

berkaitan 

dengan objek 

penelitian. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif, yang 

dilakukan 

melalui 

observasi, 

wawancara, dan 

pencatatan. 

2.  Yusa 

Farchan, 

Partono, 

dan 

Hadar N 

Gumay 

Problematika 

Pilkada 

Langsung : Studi 

Kasus 

Pelaksanaan 

Pilkada 

Langsung Di 

permasalahan 

yang dialami 

pada 

pelaksanaan 

Pilkada di 

Sumatera Utara 

tahun 2005 

- pembahasannya 

yang mana 

penelitian 

terdahulu fokus 

ke masalah 

waktu 

dilaksanakannya 
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Provinsi 

Sumatera Utara 

2005-2007. 

(jurnal 

renaissance 1 

(01), 2016) 

hingga 2007 

pada dasarnya 

sama dengan 

yang ada 

diaderah lain. 

Artinya 

hambatan 

pelaksanaan 

Pilkada 

diIndonesia 

sebenernya 

menyimpang  

dari masalah 

yang sama. 

Pilkada, 

sedangkan 

penelitian 

sekarang lebih 

fokus ke 

problematika 

ataupun kendala 

KOMISI 

PEMILIHAN 

UMUM dalam 

penyelenggaraa

n Pilkada 

ditengah masa 

pandemi covid-

19. 

3.  Rian 

Sacipto 

Problematika 

kabupaten pati 

tinjauan 

terhadap 

(putusan MK 

nomor 

:82/Pkomisi 

Pemilihan 

UmuM.D.IX-

2011). (jurnal 

integralistik 29 

(1), 11, 2018) 

dasar penguatan 

penentangan 

terhadap 

gugatan terkait 

Pilkada 

Kabupaten Pati 

adalah tidak 

netralnya 

Komisi 

Pemilihan 

Umum, terutama 

prinsip ketelian, 

 penelitian 

terdahulu lebih 

fokus ke 

penetapan 

paslon kepala 

daerah tidak 

sama dengan 

yang ditentukan 

oleh Komisi 

Pemilihan 

Umum, 

sedangkan 
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kehati-hatian 

dan ketetapan. 

Pasalnya, saat 

mengeluarkan 

putusan yang 

menjadi bahan 

sengketa, 

Komisi 

Pemilihan 

Umum tidak 

mengumpulkan 

dan 

mempertimbang

kan semua fakta 

terkait 

pencalonan 

Bupati dan 

Wakil Bupati. 

penelitian 

sekarang lebih 

fokus ke 

problematika 

ataupun kendala 

Komisi 

Pemilihan 

Umum dalam 

penyelenggaraa

n Pilkada 

ditengah masa 

pandemi covid-

19. 

4.  Sutapa 

Mulja 

Widada 

problematika 

pemilihan 

umum kepala 

daerah 

(pemilukada) di 

surakarta tahun 

2010. (jurnal of 

law, society and 

islamic 

adanya money 

politic pilkada 

surakarta tahun 

2020 dan 

lemahnya 

regulasi money 

politik pilkada di 

surakarta. 

- penelitian 

terdahulu lebih 

fokus ke 

permasalahan 

money politik 

dan lemahnya 

regulasi politic 

pemilukada, 

sedangkan 
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civilization 1 

(1), 1-17, 2013) 

penelitian 

sekarang lebih 

fokus ke 

problematika 

ataupun kendala 

yang di alami 

oleh KOMISI 

PEMILIHAN 

UMUM dalam 

penyelenggaraa

n Pilkada 

ditengah masa 

pandemi covid-

19. 

5.  Ressy 

Puspita 

Sari 

Problematika 

proses 

pemuktahiran 

data pemilih 

pada pilkada 

tahun 2020 di 

sumatera barat. 

(jurnal pemilu 

dan demokrasi 1 

(1), 27-36, 2021) 

Tidak 

diserahkannya 

daftar perubahan 

pemilih hasil 

pemuktairan 

pada pengawas 

kelurahan/desa  

sesuai dengan 

ketentuan pasal 

12 ayat 11 

PKPU nomor 19 

tahun 2019 oleh 

PPS  membuat 

- Perbedaan 

terletak pada 

netode 

peneliatian. 

Pada penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

metode  

penelitian 

hukum normatif, 

sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan 
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pengawas 

pemilu tidak 

dapat 

memastikan 

bahwa temuan-

temuan 

pencocokan dan 

penelitian coklit 

yang didapat 

sudah  

diserahkan 

dalam bentuk 

saran perbaikan 

ke PPS sudah 

dilanjuti atau 

belum.  

penulis 

mengguakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

  

2. Kerangka Teori 

a. Teori Pemilu 

 Pemilihan umum  adalah bentuk pelaksanaan demokrasi itu 

sendiri, yaitu memilih calon pemimpin oleh rakyat. Dalam pelaksanaan 

pemilu bisa dilaksanakan secara langsung maupun melalui sistem 

perwakilan. Pada waktu pemilu inilah rakyat dapat mengaspirasikan suara 

mereka untuk memilih pemimpin dalam rangka penyelenggaraan negara.. 

   Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat guna menjadikan negara demokrasi 
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik 

Indonesia.22 Pemilu adalah wadah untuk membentuk perwakilan politik. 

Dengan adanya pemilu masyarakat bisa memilih sendiri calon pemimpin 

mereka yang dipercaya bisa menampung aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. Pemilu juga bisa diartikan wadah guna melaksanakan 

pergantian pemimpin 5 tahun sekali. Pemilu uga dapat untuk 

mengukuhkan pemerintah yang tengah berajalan. Adapun tujuan di 

adakannya pemilu yaitu untuk memungkinkan adanya pergantian 

pejabatyang akan mewakili kepentingan masyarakat. 

 Pemilu adalah sarana partisipasi masyarakat supaya bisa memilih 

pemimpin mereka sendiri. Masyarakat juga bisa secara langsung 

menetapkan kebijakan publik melalui dukungan kepada para kandidat 

dengan melalui program-program yang memfasilitasi aspirasi kepentingan 

masyarakat. Dengan konsekuensi para calon yang terpilih harus bisa 

melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin.23  

 Pemilu pada dasarnya adalah sistem pemilihan pejabat publik yang 

sering dipakai dinegara demokrasi. Bagi sebagian negara yang menganut 

sistem demokrasi dan mengklaim abhwa negaranya adalah negara 

demokrasi, pemilu seharusnya menjadi simbol dan standart  dan  

demokrasi. Dasar demokrasi yaitu penerapan nilai dan perwujudan dari 

penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara terbuka, selain itu bebas 

                                                            
22 Aziz Setyagama. “Pembaharuan Politik Hukum Pilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia” 

. ( Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017) Hal 41 
23 Bawaslu. “Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020” . (Jakarta : Bawaslu, 2020) Hal 7-8 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 
 

mengeluarkan pendapat juga diperlukan guna untuk mencerminkan 

pendapat masyarakat. Pasalnya, pemilu menghasilkan wakil yang 

mewakili keinginan rakyat, yang kaitannya dengan legitimasi 

pemerintahan. Hal ini dicapai melalui pemilihan umum yang demokratis 

sebagai sistem untuk melindungi kebebasan sipil, dan melewati absorbsi 

suara yang merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat.24 

 Pada negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan 

rakyak. Rakyat  berhak memilih gaya serta tata pemerintahan, dan rakyat 

juga yang berhak menentukan apa yang ingin dicapai suatu negara. 

Dinegara yang berpendudukan kecil dan luas wilayah yang kecil, 

kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan murni dan tidak bisa bohongi oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi dinegara modern yang 

memiliki jumlah penduduk sangat banyak ditambah dengan besar dan 

luasnya wilayah, hal ini tidak mungkin dicari ketika memutuskan proses 

pemerintah. Perihal ini dikarenakanmasyarakat modern memiliki ahli 

yang lebih tajam, dan tingkat kecerdasan setiap orang berbeda. Oleh 

karena itu, kedaulatan rakyat tidak bisa dilaksanakan secara murni.25 

  Menurut Kusnardi Dan Harmaily : 

Pemilu merupakan  hak  warga negara yang mendasar. Hal ini 

karena pelaksanaan hak asaasi manusia merupakan syarat mutlak 

bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu. Menurut prinsip 

supremasi rakyat, semua ini dibalikkan pada rakyat. Oleh sebab itu, 

pemilu merupakansyarat mutlak bagi negara demokrasi untuk 

mewujudkan kedaulatanrakyat.26 

                                                            
24 Aziz Setyagama. ”Pembaharuan Politik Hukum Pilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia” 

. ( Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2017) Hal 42 
25 ibid, hal 42 
26 Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia” , (Jakarta: Pusar 

Studi Ilmu Hukum Ui), Hal 329 
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b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

 Pilkada berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 06 Tahun 2005 adalah untuk menganjurkan agar masyarakat 

melaksanakan kedaulatan rakyat di provinsi ataupun kabupaten/kota 

sesuai dengan pancasilan serta Undang-Undang Dasar 1945 memilih 

kepala daerah serta wakil kepala daerah. Masyarakat berhak memlih 

langsung calon pemimpinnya. Jika calon pemimpin dan wakilnya ingin 

menang dalam pilkada perlu dukungan masyarakat. Pilkada sendiri 

dijadikan sebagai tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat ditinkat 

kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan 

landasan penting demokrasi. Jika partisipasi publik rendah demokrasi 

tidak berkualitas.27 

 Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah lanjutan dari 

reformasi tahun 1998. Pilkada merupakan momentumdemokrasi yang 

berharga bagi sebuah negara dengan masyarakat ikut langsung 

berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Pelaksanaan Pilkada 

merupakan wujud dari implementasi demokrasi, bukan sekedar untuk 

mengubah prosedur lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang 

otoriterisme, melainkan scara teori bertujuan untuk menggapi nilai 

                                                            
27 Lila Nurbaiti, Skripsi : “Kesadaran politik dan partisipasi politik” (Jakarta: Universitas Syarif 

Hidayatullah, 2019), hal 24-25 
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demokrasi yakni menumbuhkan tingkat tingkat dan responsivitas dengan 

akuntabilitas secara keseluruhan.28 

 Pilkada langsung adalah jalan demokrasi di Indonesia yang harus 

terselenggarakan dengan baik. Pilkada yang terselenggara secara 

demokrastis merupakan tolak ukur demokrasi di Indonesia jika hasil dari 

demokrasi sendiri menjadi cerminan dalam partisipasi dan aspirasi 

masyarakat mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Pemilu yang 

demokratis akan terwujud jika pertarungan golongan atas, partisipasi 

masyarakat ataupun proses politik yang berbentuk tanggungan hak-hak 

politik yang dilakukan menurut demokrasi, tidak ada intimidasi dan 

tekanan, dan harus terbuka, bebas, jujur, dan adil. Pilkada sendiri juga 

merupakan bagian dari pemilu yang wajib dilakukan melalui adanya 

partisipasi dari masyarakat, karena partisipasi dari masyarakatlah yang 

memastikan demokratis atau tidak Pilkada yang diselenggarakan.29 

 Pilkada dimulai langsung pada tahun 2004. Sebelumnya sistem 

yang digunakan adalah sistem sistem demokrasi perwakilan, dimana 

rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat terpilih memlih kepala daerah. Pemilihan 

langsung membuka babak baru dalam sistem demokrasi langsung. Hal ini 

                                                            
28 Suyanto. “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia” . Jurnal 

Politik Indonesia : Indonesia Science Review 1 (2) (2016) 212-230 
29 Cucu Sutrisno. “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada.Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan” , 

Vol 2 No 2 Juli 2017. Hal 37-38 
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diharapkan dapat membuka partisipasi masyarakat, karena pemimpin akan 

dipilih langsung oleh masyarakat.30 

c. Teori Demokrasi 

 Demokrasi kerap diartikan  kedaulatan rakyat. Demokrasi sendiri 

merupakan waktu dimana sebuah negara yang memegang kekuasaan 

tertinggi adalah rakyat. Banyak negara-negara didunia yang menggunakan 

sistem demokrasi, hal ini dikarenakan demokrasi dianggap sistem paling 

unggul diantara sistem-sistem yang lain. 

 Dalam mererapkan sistem demokrasi, tonggak yang wajib 

dilaksanakan yaitu pemisahan kekuasaan, pemilu bebas, manajemen 

terbuka, kebebasan pribadi, kebebasan peradilan, sistem milti-partai, 

konsensus, kesepakatan, pemerintahan konstitusional, peraturan 

demokrasi, pengawasan, pengelolaannegara, manusia perlindungan hak, 

dan mekanisme politik keberadaan dan keberadaan pemerintahan yang 

mengutamakan musyawarah merupakan prinsip bagi terselenggaranya 

sistem demokrasi yang baik. 

 Demokrasi bukan hanya sekedar ornamen sebuah negara, 

demokrasi, demokrasi bukan hanya tentang cita-cita kehidupan berbngsa 

yang dicita-citakan nenek moyang, apalagi demokrasi yang dimaksud 

disini adalah isu tradisional, budaya politik yang setara dalam realitas 

kehidupan berganda.Harus saling bertoleransi. 

                                                            
30 Ratna Sukmayani, Thomas K. Umang, Seno Kristianyo, Y. Djoko Raharjo.2004. “Ilmu Pengetahuan 

Sosial 3” . Jakarta: PT Gramedia. Hal 244 
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 Demokrasi adalah subsistem, yang memberi kesempatan kepada 

pemerintah daerah untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah 

daerah dan masyarakat disekitarnya. Sejak reformasi dan keterbukaan, 

demokrasi yang diterapkan telah mengarah pada demokrasi partisipatif 

atau langsung.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 Azwir Fahmi Harahap. “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di 

Indonesia” . LTA S-1 Kearsipan Fakultas Hukum Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2019. Hal 20 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif, lantaran 

pada penelitian ini menarik kesimpulan berbentuk data. Sebab  metode kualitatif 

merupakan tata cara penelitian yang mendapatkan data deskripsi berbentuk 

tulisan atau lisan dari orang yang bersangkutan pada penelitian.32 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

  Penelitian bertempat di Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik jawa 

timur. Penelitian  dilakukan pada 26 Februari 2021-25 April 2021. Dalam 

penelitian ini lokasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik ditentukan 

secara sengaja karena memang terdapat problematika dalam pilkada 2020. 

C. Pemilihan Subyek Penelitian dan Sumber Data 

1. Subjek Penelitian 

 Setiap peneliti wajib menentukan siapa dan berapa banyak orang yang diteliti. 

Dalam penyelesaian penelitian kualitatif, memakai konsep teoritis, rasa ingin 

tahu peneliti, dan keunikan pengalaman, lebih cenderung menggunakan  

pengambilan sampel selektif. Oleh karena itu, pemeliti menggunakan teknik 

purpose sampling. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang dipakai 

yaitu kamera handphone, buku catatan, rekaman suara. 

 

                                                            
32 Lexy J Moleong. “Metode Penelitian Kualitatif” . (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2008). Hal 4 
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 Berbeda dengan metode sampling lainnya. Tentukan sumber informasi 

terlebih dahulu berdasarkan tujuan atau pertimbangan. Misalnya, orang yang 

dianggap mengetahui harapan kita, atau siapa penguasa sehingga peneliti 

dapat lebih mudah mengeksploitasi keadaan  yang diteliti, Oleh sebab itu, 

pencarian sumber informasi atau informan didasarkan pada tujuan yang telah 

ditentukan. Tujuan dapat diartikan sebagai maksud, tujuan dan kegunaan.33  

 Informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu : 

a. Akhmad Roni, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten 

Gresik 

b. Yatmin, masyarakat 

c. Tatik, masayarakat 

d. Kasno, masyarakat 

e. Slamet, masyarakat 

2. Sumber Data 

 Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang 

dimaksud kata-kata dan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan dari 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai, merupakan sumber data utama 

atau primer. Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis atau 

sekunder, berupa buku, jurnal, foto, dan lain sebagainya. 

a. Data Primer 

                                                            
33 A. Muri Yusuf. Metode penelitian : “kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan” . ( Jakarta: PT. 

Fajar interpratama mandiri , 2017) hal 369 
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 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden, peneliti 

akan melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi 

mengenai problematika  Komisi Pemilihan Umum Daerah saat pilkada 

di masa pandemi. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data tambahan berupa informan yang akan 

melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi 

dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto 

pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta 

data yang terkait dalam penelitian ini.34 

D. Tahap-tahap penelitian 

1. Tahap ini merupakan pengarahan meliputi penentuan prioritas, penyesuaian 

paradigma disiplin ilmu dan teori, serta menggali latar belakang penelitian 

termasuk observasi lapangan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik.  

2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data yang 

berkorelasi tentang fokus kajian. 

3. Pada tahap analisis data, merupakan aktivitas mengolah dan mengatur data 

yang didapat melewati observasi, wawancara, pencatatan, dll, setelah 

menginterprestasikan data secara cermat, memeriksa sumber data dan data 

untuk memverifikasikan keabsahan data.  

                                                            
34 ikhsan gunawan. skripsi :”motivasi kerja guru tidak tetap diberbagai sma swasta dikota semarang” 
(semarang: universitas diponegoro fakultas ekonomi,2010) hal 67 
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4. Tahap penulisan laporan, tahap ini merupakan kegiatan  memilah-milah hasil 

penelitian dari pengumpulan data yang telah diselesaikan sebelumnya. 

Setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai hasil penelitian 

tersebut, mendapat masukan sebgai perbaikan agar laporan tersebut bisa 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

5. Langkah terakhir yaitu kelola persyaratan untuk ujian skripsi.35 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data  memakai 3 teknik yaitu : 

1. Wawancara 

  Wawancara adalah sumber data yang paling signifikan pada sebuah 

penelitian kualitatif. Wawancara membutuhkan seseorang yang bertindak 

sebagai informan dan narasumber. Pada penelitian kualitatif wawancara 

dipakai sebagai teknik guna memperoleh informasi lebih mendalam dari 

seorang informan. 

  Teknik wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mewawancarai ketua 

Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik dan masyarakat. Teknik yang 

dipakai pada wawancara  yaitu  teknik terstruktur dan tidak terstruktur. 

Sebelum mengerjakan wawancara terstruktur, peneliti membuat tata cara 

wawancara yang sudah disusun terlebih dahulu yang berkaitan dengan tema 

peneliti. Sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur informan bebas 

mewawancarai narasumber tanpa adanya daftar pertanyaan yang telah dibuat 

sebelum melakukan wawancara. Dengan melakukan tektik wawancara tidak 

                                                            
35 Lexy J Moleong. “Metode Penelitian Kualitatif” . (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2008). hal 85 
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terstruktur maka saat melakukan wawancara bisa lebih leluasa dan melakukan 

obrolan santai sehingga tidak membosankan dan menjemukan bagi 

narasumber maupun informan. Meskipun tidak terstruktur akan tetapi 

pertanyaan akan selalu perpusat pada satu pokok ke pokok yang lainnya. 

  Sebelum melakukan wawancara alangkah baiknya jika mempersiapkan 

terlebih dahulu bahan-bahan yang diangkat sesuai dengan isu-isu yang 

dieksploitasi sebelumnya. Wawancara dapat dilakakukan dengan membuat 

janji terlebih dahulu atau bisa spontan sesuai dengan kesempatan yang 

diberikan.36 

2. Observasi 

  Sebagian informasi yang bisa didapat dari teknik observasi antara lain 

lokasi, pemeran, aktivitas, objek, tindakan, peristiwa ,waktu dan perasaan. 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi yaitu guna mengutarakan 

kisah nyata tentang keadaan untuk menjawab pertanyaan, guna memahami 

tingkah laku manusia, dan untuk melakukan penilaian.37 

  Observasi sendiri juga digunakan peneliti untuk menjabarkan sebuah 

pengamatan melalui metode observasi ini.  Peneliti juga menilik masalah 

yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diambil oleh peniliti.  

3. Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi sendiri merupakan teknik yang dipakai oleh peneliti 

untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cara mengumpulkan berbagai 

                                                            
36 Ahmad Tanzeh, “pengantar metode penelitian” , (Yogyakarta : Teras, 2009), hal 183 
37 Pupu Saeful Rahmat. “Penelitian Kualitatif” . Jurnal Equilibrum Vol 5 No 9 Januari-Juni 2009. Hal 7 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

dokumen. Beberapa peristiwa serta data disimpan beruapa dokumen. Data 

yang ada berupa surat, catatan harian, cinderamata, laporan, peninggalan 

budaya, foto,dll.38 

F. Teknik analisa data 

  Teknik ini merupakan teknik mencari serta menyusun laporan wawancara, 

catatan, dan lainnya yang dikumpulkan peneliti. Dalam menganalisis data 

metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, yakni menganalisis, 

menggambarkan dan meringkas kondisi dan situasi dari data yang dihasilkan 

melalui kegiatan wawancara. Kegiatan analisa itu sendiri bisa dikerjakan dengan 

mengkaji data, menyusun dan membaginya menjadi unit-unit yang bisa diurus, 

mencari pola secara komprehensif, mencari konten yang. Adapaun langkah-

langkahnya antara lain :  

1. Reduksi Data 

  Reduksi sendiri yaitu aktivitas meringkas, memilah sesuatu yang utama, 

mengutamakan sesuatu yang diperlukan, mencari topik dan pola nya, dan 

membuang kegiatan yang tidak penting. Pada tahapini, peneliti memakai 

teknik analisis klasifikasi. Teknik yangdikerjakan melalui  pengumpulan data  

terus menerusdengan berpartisipasi dalam observasi, wawancara  mendalam, 

perekaman dokumen, dan lain-lain, kemudian peneliti memperoleh data 

dalam jumlah yang tidak sedikit dan lengkap. Setelah mengumpulkan data 

yang dikumpulkan peneliti, peneliti menggambarkan data secara mendalan 

dan rinci. 

                                                            
38 ibid, hal 8 
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1. Penyajian Data 

  Setelah melakukan reduksi hal selanjutnya yang perlu peneliti lakukan 

adalah menyajikan data. Bentuk penyajian data itu sendiri bisa berbentuk 

cerita pendek, diagram, hubungan setiap tingkatan, dll. Bahan yang kerap 

dipakai peneliti berbentuk narasi.  

2. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

  Kesimpulan penelitian kualitatif adalah hasil yang sudah ada dulu. Hail 

survey bisa berbentuk gambaran yang masih abu-abu ketika belum diteliti dan 

menjadi jelas setelah penelitian.39 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

  Teknik diperlukan guna meyakinkan hingga data yangdidapat bisa 

dipertanggung jawabkan validitasnya melewati verifikasi data. Dalam teknik 

pemeriksaan keabsahan data penelitik memakai prosedur sebagai berikut : 

1. Ketekunan pengamat mengacu pada pada pengamatan terus-menerus oleh 

peneliti untuk dapat menemukan gejala lebih dalam dan memahami aspek-

aspek penting, penting dan relevan yang terkait dengan topik penelitian.  

2. Tringualasi merupakan teknik yang menggunakan berbagai sumber selain 

data sebagai bahan pembanding untuk menguji keabsahan data kemudia 

melakukan cross chek untuk merasionalkan hasil penelitian.40 

 

                                                            
39 Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D” . (Bandung : Alfabeta, 2013) hal 337 
40 Ibid, hal 273 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA 

 

 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik 

Kabupaten Gresik merupakan sebuah kabupaten yang memiliki luas daratan 

sebesar 1.191,25 km2 yang berada pada sebelah barat laut dari ibukota 

provinsi jawa timur yaitu surabaya. Kabupaten Gresik berada pada wilayah 

pinggir pantai dengan titik koordinat anara 112o-113o BT (Bujur Timur) dan 

70-8o LS (Lintang Selatan. Secara administratif wilayah Kabupaten Gresik 

dibatasi oleh : 

a. Sebelah utara : Laut Jawa 

b. Sebelah Selatan : Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan 

Kabupaten Mojokerjo 

c. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan 

d. Sebelah Timur : Selat Madura 

Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup daerah pulau bawean yang 

berada pada 150 km lepas pantai laut jawa. Kabupaten gresik memiliki 18 

kecamatandengan 330 desa dan 26 kelurahan. 

Tabel 3.1 

Jumlah Desa Setiap Kecamatan Di Kabupaten Gresik 

No Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan 

1.  Wringinanom 16 
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2.  Driyorejo 16 

3.  Kedamean  15 

4.  Menganti 22 

5.  Cerme  25 

6.  Benjeng  23 

7.  Balongpanggang 25 

8.  Duduksampeyan  23 

9.  Kebomas  21 

10.  Gresik 21 

11.  Manyar  23 

12.  Bungah  22 

13.  Sidayu  21 

14.  Dukun  26 

15.  Panceng  14 

16.  Ujungpangkah  13 

17.  Sangkapura  17 

18.  Tambak  13 
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Gambar 5.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Gresik 

 

2. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik 

  Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik  yang bertempat di jalan  Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Klangonan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124.  

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum  

1) Visi : Mewujudkan Panitia Pemilihan Umum selaku penyelenggara 

pemilu  transparan, profesional,bertanggungng jawab, mandiri, dan 

beritegritas untuk mewujudkan indonesia yang demokratis menurut  

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan. 
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2) Misi 

a) Mendirikan organisasi pemilihan umum yang cakap, kredibel, 

serta mampu menyelenggarakan pemiluhan umum. 

b) Melaksanakan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat,DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Presiden dan wakil presiden dan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

bertanggung jawab, mendidik, dan beradap.  

c) Memajukan kelebihan pemilu yang bersih, tepat serta efisien. 

d) Membantu menyiapkan krbutuhsn setiap peserta pemilu serta 

diperlakukan adil dan setara, serta melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

e) Indonesia yang demokratis akan menumbuhkan kesadaran 

politik masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 

guna mewujudkan keinginan rakyat.  

3) Tugas dan wewenang  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik 

  Dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas wewenang  sebagai berikut 

:   

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas : 

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran. 
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b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota 

berdasarkan ketentuan-ketentua peraturan perundang-undangan. 

c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan 

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

d. Menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi 

e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir 

dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan 

diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar 

pemilih. 

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara 

pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dpd, Pemilu 

Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyatd Provinsi Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyatd 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil 

rekapitulasi suara di PPK. 

g. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan 

suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, 

Bawaslu Kabupaten/kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 

h. Mengumumkancalon anggota Dewan Perwakilan Rakyatd 

Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap 

daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan 

membuat berita acaranya. 
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i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota. 

j. mensosialisasikan  penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/kota kepada masyarakat. 

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilu. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan 

peratyran perundang-undangan. 

 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang : 

a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/kota. 

b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 

c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara 

pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyatd kabupaten/kota 

berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat 

berita acara rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat 

berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara. 

d. Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota 

untuk mengesahkan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten/kota dan mengumumkannya. 

e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan 
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tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan 

penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan 

Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4) Pembagian divisi dan koordinasi wilayah Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik 
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik membagi divisi dan oordinasi 

wilayah sesuai tugasnya dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas, 

yaitu : 

Bagan 4.1 

Anggota Komisi Pemilihan Umum 

 

 

 

 

 

 

 

kETUA

AKHMAD RONI, S.Si

Devisi sosialisasi 
pendidikan pemilih, 

hupmas & pengembangan 
informasi

Makmum, S.Th.I

Devisi hukum, 
pengawasan SDM & 

organisasi

Kholyatul Mudznibah, S.Pd

Devisi perencanaan 
logistik, umum & 

keuangan

Elvita yulianti, S.P

Devisi Teknis 
Penyelenggaraan & Data

Abdullah Sidiq 
Notonegoro, S.Ag
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Bagan 4.2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIS

Drs. Ahmad 
Fahruddin

Kasubbag Program 
dan Data

Gelar Pratama, S.IP

Kasubbag Keuangan, 
umum, logistik

Makhsun, S.Ag

Staff Pelaksana

Riskaning Dianti, S.sos

Suyanto

Kasubbag Teknis dan 
hupmas

Sulaiman, S.sos

Kasubbag Hukum

Abiydah Ilmayanti, 
S.IP

Staff pelaksana

Iskandar

Staff Pelaksana

Sukandar

Staff pelaksana

Suhariyono, S.sos

Khotimah

Masnuri
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Aadapun jumlah masyarakat Gresik yang terpapar virus Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Jumlah kasus virus covid-19 di kabupaten gresik 

 

Tabel 3.2. 

Jumlah Kasus Corona Di Kabupaten Gresik Sebelum Dan Sesudah Pilkada 

2020 

No Tahun Jumlah 

1.  30 November 2020 4.617 

2.  25 Desember 2020 7.259 
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3. Tantangan Yang Dialami Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik Dalam 

Pilkada  2020 

Komisi Pemilihan Umum dikabupaten Gresik adalah badan yang sudah 

ditentukan penyelenggara Pemilu. Meski Pilkada 2020 dilakukan ditengah 

pandemi akan tetapi Komisi Pemilihan Umum mampu menghadapi tantangan 

dengan baik. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Akhmad Roni: 

“...Pilkada yang dilakukan ditengah pandemi bukan merupakan sebuah 

problem atau permasalahan akan tetapi Pilkada yang dilakukan 

ditengah pandemi merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Komisi 

Pemilihan Umum Daerah  Gresik...” 

 

 Bagaimana tidak Pilkada tahun 2020 sangatlah berbeda jauh dengan 

pilkada sebelumnya. Di tengah pandemi pemilihan demokrasi harus tetap 

digelar sesuai tahapan. 

a. Kampanye  

  Sejak reformasi 1998, dinamika sosial politik sangat berwarna. 

Berkaitan dengan proses pemilu, setiap calon akan melakukan kampanye 

pemilu yang bertujuan untuk memperkenalkan calon kepada publik. Setiap 

calon harus mempunyai strategi, karena hal ini merupakan salah satu upaya 

guna untuk memenangkan pemilu. Hal ini sangat penting, karena strategi 

yang benar-benar matang akan menentukan hasil calon dalam proses 

pemilihan.41 

  Akan tetapi untuk kampanye pada pilkada 2020 ini bakal  berbeda 

dengan tahun lalu. Pasalnya pilkada yang dilakukan pada 2020 dilakukan 

                                                            
41 Siti Fatimah. “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu” . Jurnal 

Resolusi Vol 1 No 1 Juni 2018. Hal 6 
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ditengah pandemi covid-19.  Para calon tetap keliling daerah untuk 

melakukan kampanye dan mengajak para masyarakat untuk tetap ikut 

berpatisipasi dalam Pilkada. Yang menjadi pembeda adalah kampanye kali 

ini para calon harus menerapkan protokol kesehatan mengingat Pilkada 

yang dilakukan ditengah pandemi covid 19. Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Gresik pun melarang para calon yang melakukan kampanye 

mengundang banyak kerumunan masa dalam jumlah yang banyak.  

  Larangan itu terdapat pada peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelarangan 7 macam acara kampanye yang 

menimbulkan potensi  memobilisasi masa, antara lain acara yang dilarang 

yaitu : melakukan diskusi universal, panen raya, melakukan pentas musik, 

acara budaya seperti pertunjukan kebudayaan, acara olarharaga,kegiatan 

sosial, dan peringatan hari ulang tahun partai. Jika para calon terbukti 

melanggar maka akan dikenakan 2 sanksi yaitu sanksi tertulis dan 

pembubaran jika ada calon yang tetap menggelar acara tersebut. Komisi 

Pemilihan Umum hanya memperbolehkan melakukan kampanye Pilkada 

2020 dengan jumlah masa yang sangat terbatas, melakukan pertemuan 

secara langsung dan dialog, serta melakukan debat. Selanjutnya Komisi 

Pemilihan Umum juga memperbolehkan menyebar alat peraga kampanye, 

penanyangan iklan dimedia elektronik,sosial mrdia, media cetak dall, yang 

sekiranya tidak menyalahi protokol kesehatan.42 

                                                            
42 CNN. “Kampanye Pilkada 2020 di 270 daerah dimulai hari ini” . Dipublikasikan pada artikel online CNN 

Indonesia pada sabtu 26 september 2020 pukul 07.01 
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Tabel 3.3 

Berdasarkan tanda terima dan berita acara hasil audit laporan dana kampanye 

peserta pemilihan bupati dan wakil bupati gresik tahun 2020 di Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten gresik, disampaikan hasil audit laporan dana 

kampanye sebagai berikut : 

No Nama 

pasangan 

calon  

Hasil 

audit 

Penerimaan Pengeluaran saldo ket 

1.  Dr.H.Moh 

Qosim, M.Si 

dan 

Dr.H.Asluchul 

Alif, M.Kes 

Patuh Rp. 

1.287.500.000,0

0 

Rp. 

1.287.500.000,0

0 

Rp. 0,00  

2.  H. Fandi 

Akhmad Yani, 

Se Dan Dra. 

Hj. Aminatun 

Habibah 

,M.Pd 

Patuh Rp. 

328.226.673,00 

Rp. 

328.226.673,00 

Rp. 938,00  

 

  Berdasrakan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 

2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2017 

tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik : Dr.H.Moh Qosim, M.Si dan 

Dr.H.Asluchul Alif, M.Kes terdiri dari : 
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a) Laporan awal dana kampanye (LADK) adalah pembukuan yang 

memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan 

saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang diperoleh sebelupembukaan rekening  khusus dana 

kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan 

calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain 

yang dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan 1 

(satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik. 

b) Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah 

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan 

calon setelah LADK disampaikan dengan 1 (satu) hari sebelum 

penyampaianLPSDK kepada Komisi Pemilhan umum kabupaten gesik. 

c) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ( LPPDK) adalah 

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana 

kampanye yag dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai 

dengan berakhirnya masa kampanye. 

Tabel 3.4 

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Periode 

23/09/2020 s.d 05/12/2020 

No Uraian Uang Barang Jasa 

A.1  Penerimaan 

sumbangan 
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1.  Pasangan calon 406.000.000 362.500.000 0 

2.  Partai politik 

atau gabungan 

partai politik 

500.000.000 0 0 

3.  Sumbangan 

pihak lain 

perseorangan 

0 0 19.000.000 

4.  Sumbangan 

pihak lain 

kelompok 

0 0 0 

5.  Sumbangan 

pihak lain badan 

hukum swasta 

0 0 0 

 Jumlah 

penerimaan 

sumbangan 

906.000.000 362.500.000 19.000.000 

A.2  Penerimaan lain-

lain 

   

1.  Bunga bank 0 0 0 

2.  Penerimaan 

barang hasil 

pembelian 

0 0 0 
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3.  Barang diterima 

dimuka 

0 0 0 

 Jumlah 

penerimaan lain-

lain 

0 0 0 

 Total 

penerimaan 

906.000.000 362.500.000 19.000.000 

B Pengeluaran    

1.  Pertemuan 

terbatas 

580.000.000 168.075.000 0 

2.  Pertemuan tatap 

muka 

0 0 0 

3.  Pembuatan 

produksi iklan 

dimedia massa 

cetak dan media 

massa elektronik 

0 0 0 

4.  Pembuatan 

bahan/design 

dan/atau alat 

peraga 

kampanye 

0 0 0 

5.  Penyebaran 

bahan kampanye 

0 0 0 
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kepada umum 

dan/atau 

pemasangan alat 

peraga 

kampanye 

6.  Kegiatan lain 

yang tidak 

melanggar 

larangan 

kampanye dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

326.000.000 194.425.000 0 

7.  Pengeluaran 

lain-lain 

   

1 Administrasi 

bank 

0 0 0 

2 Pembelian 

kendaraan 

0 0 0 

3 Pembelian 

peralatan 

0 0 0 

4 Pembayaran 

utang pembelian 

bahan 

0 0 0 
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5 Pengeluaran 

lain-lain 

0 0 19.000.000 

 Total 

pengeluaran 

906.000.000 362.000.000 19.000.000 

A.  Utang    

1. s Sisa uang 0   

B.  Saldo    

1.  Kas direkening 

khusus 

0   

2.  Kas di bendahara 0   

3.  Barang   0  

4.  Utang pembelian 

barang 

0   

   

 Berdasarkan peraturan di atas, laporan dana kampanye pasangan calon H. 

Fandi Akhmad Yani, Se Dan Dra. Hj. Aminatun Habibah ,M.Pd dalam 

pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gresik tahun 2020 terdiri atas 

: 

d) Laporan awal dana kampanye (LADK) adalah pembukuan yang 

memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan 

saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan 

pengeluaran yang diperoleh sebelupembukaan rekening  khusus dana 
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kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan 

calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain 

yang dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan 1 

(satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi pemilihan 

Umum Kabupaten Gresik. 

e) Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah 

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan 

calon setelah LADK disampaikan dengan 1 (satu) hari sebelum 

penyampaianLPSDK kepada Komisi Pemilhan umum kabupaten gesik. 

f) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ( LPPDK) adalah 

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana 

kampanye yag dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai 

dengan berakhirnya masa kampanye. 

Tabel 3.5 

  Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Periode 23/09/2020 s.d 05/12/2020 

No Uraian  Uang Barang jasa 

A.1 Penerimaan 

sumbangan 

   

1.  Pasangan calon 11.748.000 0 0 

2.  Partai politik atau 

gabungan 

perseorangan 

0 0 0 
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3.  Sumbangan pihak 

lain perseorangan 

90.000.000 125.000.000 0 

4.  Sumbangan pihak 

lain kelompok 

0 0 0 

5.  Sumbangan pihak 

lain badan hukum 

swasta 

0 0 0 

 Jumlah 

penerimaan 

sumbangan 

101.748.000 125.000.000 0 

A.2  Penerimaan lain-

lain 

   

1.  Bungan bank 3.673 0 0 

2.  Penerimaan 

barang hasil 

pembelian 

0 101.475.000 0 

3.  Barang diterima 

dimuka 

0 0 0 

 Jumlah 

penerimaan lain-

lain 

3.675 101.475.000 0 

 Total penerimaan 101.251.673 226.475.000 0 

B Pengeluaran    

1.  Pertemuan 

terbatas 

0 0 0 
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2.  Pertemuan tatap 

muka 

0 0 0 

3.  Pembuatan 

produksi iklan di 

media massa cetak 

dan media massa 

elektronik 

0 0 0 

4.  Pembuatan bahan 

design dan/atau 

alat peraga 

101.475.000 0 0 

5.  Penyebaran bahan 

kampanye kepada 

umum dan/atau 

pemasangan alat 

peraga kampanye 

0 226.475.000 0 

6.  Kegiatan lain yang 

tidak melanggar 

larangan 

kampanye  dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

0 0 0 

7.  Pengeluaran lain-

lain 

   

1.  Administrasi bank 275.735 0 0 

2.  Pembelian 

kendaraan 

0 0 0 
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3.  Pembelian 

peralatan 

0 0 0 

4.  Pembayan utang 

pembelian barang 

0 0 0 

5.  Pengeluaran lain 0 0 0 

 Total pengeluaran 101.750.735 226.475.000 0 

C UTANG    

1.  Sisa uang 0   

D  Saldo    

1.  Kas direkening 0   

2.  Kas di bendahara 938   

3.  Barang   0  

4.  Utang pembelian 

barang 

0   

Sumber : Komisi Pemilihan Umumdaerah Kabupaten Gresik 

b. Politik Uang 

  Secara umum, politik uang diartikan sebagai upaya yang dilakukan 

seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan 

menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang 

maupun barang tertentu. Politi uang merupakan kebijakan dan atau tindakan 

memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pemimpin partai politik 

agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat 
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pemilih memberikan suaranya kepada alon yang bersangkutan pemberi 

bayaran atau bantuan tersebut.43 

  Tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 juga dipengaruhi oleh 

kekhawatiran masyarakat akan jaminan kesehatan dari pihak 

penyelenggara, apalagi dalam pemilu serentak ini akan dihadiri oleh banyak 

orang dan mungkin saja akan menimbulkan klaster penyebaran virus Covid-

19, dan masyarakat juga tidak menerima serangan fajar sehingga 

masyarakat memilih untuk golongan putih dari pada harus menggunakan 

hak pilihnya. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh bu Tatik : 

“...Saya tidak ikut pemilihan mbak ya karena saya tidak dapat uang, 

yang lain pada dapat Rp.100.000 tapi saya dan keluarga saya tidak 

dapat, jadi ya saya memilih golput saja dan diam dirumah mbak, trus 

juga saya takut mbak kan lagi musimnya corona, takut tertular 

dengan orang mbak...” 

Bapak Yatmin juga menuturkan bahwa : 

“...Kemarin habis shubuh saya mendapatkan uang mbak sebesar 

Rp.100.000 untuk memilih salah satu calon Bupati...” 

 

Berbeda dengan Bu Painem, beliau mengatakan : 

“... alah mbak ngapain ikut pemilihan toh saya juga gak di kasih jatah...” 

c. Pengiriman Logistik 

  Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik menerima 473 kotak 

suara yang berisi 944.251 surat suara pada Pilkada 2020 di Gresik. 

                                                            
43 Johny Lomulus, “Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung Dikota Bitung 

Dalam Demokrasi Mati Suri”, Jurnal Penelitian Politik Vol4 No 1 Tahun 2007 LIPI , Hal 35 
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Selanjutnya surat-surat ini disortir untuk dikirim di setiap kecamatan. Pulau 

Bawean pun menjadi salah satu tempat yang diprioritaskan untuk 

pengiriman surat suara. Seperti yang dikatakan oleh bapak Akhmad Roni : 

“...Pengiriminan ke logistik kesumua daerah di Gresik lancar hanya 

saja diKecamatan Bawean yang pengiriman logistiknya 

mengalamalami keterlambatan akan tetapi pada hari H pencoblosan 

semua berjalan dengan lancar...” 

 

  Hal ini dikarenakan kapal yang sudah dijadwalkan untuk mengirim 

logistik ke Pulau Bawean mengalami keterlambatan. Tidak hanya kotak 

suara dan surat suara yang dikirim ke Pulau Bawean , Komisi Pemilihan 

Umum Daerah Gresik juga mengirimkan sejumlah APD (alat pelindung 

diri) untuk penerapan pelaksanaan Pilkada di Pulau Bawean sesuai dengan 

Protokol Kesehatan. 

d. Praktik Pelaksanaan Pilkada 2020 

  Pemilihan kepala daerah secara langsung meruapakan pemilihan 

yang dilaksanakan langung oleh masyarakat. Pemenang dengan suara 

terbanyak akan menjadi pemenang Pilkada dan Pilkada disemua daerah 

secara bersamaan.44 Hal ini menurut Pasal 1 Ayat  1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 mengenai pemilihan, peresmian pengangkatan, serta 

memberhentikan kepala daerah,serta peraturan pemerintahNomor 49 Tahun 

2008 mengenai perubahan atas PP No. 6. Pada tahun 2005, gubernur dan 

                                                            
44 Al Fajar Nugraha. “Pilkada langsung dan pilkada tidak langsung dalam persoektif fikih siyasah” . Jurnal 

pemikiran hukum islam. Vol XV  No 2 Desember 2016. Hal 212 
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wakil gubernur kabupaten dipilih sesuai dengan pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 untuk melakukan kedaulatan rakyat di provinsi dan 

kabupaten/kota. .45 Seperti yang dijelaskan oleh Pak Akhmad Roni : 

“...Dalam praktik pelaksanaan politik tidak ada perubahan sama 

sekali, tetap menggunakan Pilkada secara langsung. Masyarakat yag 

mempunyai hak pilih mereka datang ke TPS dan melakukan 

pencoblosan, hanya saja yang menjadi perbedaadan dalam praktik 

pelaksanaan Pilkada 2020 adalah prosedur di TPS dan wajib 

mematuhi protokol kesehatan...” 

 

e. Rekapitulasi Suara 

  Yang dimaksud rekapitulasi suara ialah proses  hasil dari 

penjumlahan pemungutan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, calon 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan parpol, pemilihan calon per 

seorangan Dewan Perwakilan Daerah, partai politik dan Calon  Dewan 

Perwakilan Rakyat, serta partai politik dan calon  Dewan Perwakilan Rakyat 

kabupaten/kota. 

  Dalam Pilkada 2020 ini tidak ada perubahan sistem politik hanya 

saja dalam sistem rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

menggunakan sistem e-rekap  (rekapitulasi elektronik) atau Sirekap. Seperti 

yang dikatakan oleh bapak ahmad roni bahwa : 

“...Kabupaten Gresik sama sekali tidak ada perubahan sistem politik 

hanya untuk penggunaan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum 

                                                            
45 “Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, 

pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah juncto peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang 

perubahan atas PP nomor 6 tahun 2005” 
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Daerah Gresik menggunakan sistem Sirekap untuk pertama kalinya 

dan semua berjalan lancar...” 

 

  Untuk pertama kalinya juga sistem Sirekap diterapkan di Pilkada 

2020. Untuk penerapan sistem Sirekap sendiri sudah diatur dalam beberapa 

peraturan KPU (komisi Pemilihan Umum).Cara kerja Sirekap dengan situng 

secara teknis  berbeda meski memiliki pekerjaan yang tidak jauh berbeda. 

  Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap merupakan sistem 

berupa aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi yang berfungsi 

sebagai wadah untuk mempublikasikan dan memutar ulang hasil 

perhitungan suara, serta dengan mengambil foto C hasil plano dan 

mengirimkannya ke server Komisi Pemilihan Umum melalui alat bantu 

pemungutan suara pemilu yaitu dengan Sistem Sirekap. Sistem Sirekap 

digunakan serentak di Pilkada 2020,salah satu alasan mendasar penggunaan 

sistem Sirekap ini adalah untuk mengurangi resiko penularan Covid-19.46 

  Berikut adalah penjelasan mengenai rangkaian pengisian data hasil 

pemungutan suara menggunakan sistem Sirekap Pilkada 2020 menurut 

bapak Ahkmad Roni  

a. Petugas KPPS menggunakan handphone/smartphone untuk mengambil 

foto hasil KWK  formulir C.  

b. Kemudian kirim foto melalui aplikasi sirekap.  

c. Kemudian hasil foto C dari KWK diterjemahkan oleh sistem sirekap.  

d. Sirekap menggunakan teknologi optical character recognition (OCR) 

serta optical mark recognition (OMR) 

e. OCR dan OMR merubah objek gambar angka dan simbol jadi karakter 

numerik.  

                                                            
46 Addi M Idhom. “Cara Kerja Aplikasi E-Rekap Pilkada 2020 Sirekap Dan Beda Dari Situng” . Di 

Publikasikan Pada Artikel Online Tirto.Id Pada 30 November 2020 
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f. Terjemahan OCR dan OMR dikirim ke smartphone/handphone saksi 

atau pengawas TPS untuk dikoreksi. 

g. Setelah disetujui pengawas TPS dan saksi, hasil e-rekap dikirim ke PPK 

(Panitia pemilihan kecamatan) 

h. Hasil e-rekap TPS dipakai oleh PPK untuk e-rekap tingkat kecamatan. 

i. Aplikasi Sirekap di PPK berbasis web, bukan mobile smartphone 

j. Data hasil suara tetap tersimpan diserver Komisi Pemilihan Umum RI 

yang diamankan dari serangan siber. 

 

  Dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan 

suara nomor 309/PL.02.6-BA/3535/Komisi Pemilihan Umum-Kab/XII/2020, 

pasangan nomor urut 01 mendapatkan suara sebanyak 369.844 suara dan 

pasangan nomor urut 02 mendapat suara sebanyak 355.611 suara, yang hanya 

selisih 14.233 suara. 

Tabel 3.6 

Rekapitulai Hasil Pemungutan Suara Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati 2020 

Kecamat

an 

DPT Paslon 1 Paslon 2 Jumlah 

suara sah 

Suara 

tidak sah 

Suara sah 

dan tidak 

sah 

Prese

ntase 

kehad

iran 

Balong 

panggan

g 

42.774 19.206 17.233 36.439 614 37.053 87% 

Benjeng 48.179 22.515 18.962 41.477 817 42.294 88% 

Bungah 48.325 14.595 26.014 40.608 812 41.420 86% 

Cerme 57.735 23.823 26.741 50.564 1.224 51.788 90% 

Driyorej

o 

72.099 29.729 27.363 57.092 2.025 59.117 82% 
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Duduk 

sampeya

n 

36.441 14.118 17.324 31.442 755 32.197 88% 

Dukun 49.326 20.484 16.482 36.966 824 37.790 77% 

Gresik 56.888 17.508 18.446 35.954 1.723 37.677 66% 

Kebomas 75.273 75.273 26.977 26.243 53.220 2.530 74% 

Kedamea

n 

46.573 19.795 21.404 41.199 757 41.956 90% 

Manyar 79.355 27.528 32.381 59.909 2.049 61.958 78% 

Menganti 88.470 32.458 40.929 73.387 1.882 75.209 85% 

Panceng 38.755 12.106 15.102 27.208 644 27.852 72% 

Sangkap

ura 

36.614 13.205 12.434 25.639 497 26.136 71% 

Sidayu 31.118 10.528 13.090 23.618 695 24.313 78% 

Tambak 20.417 8.098 5.949 14.047 316 14.363 70% 

Ujungpa

ngkah 

37.579 15.721 13.988 29.709 690 30.399 81% 

Wringina

nom 

52.271 27.218 19.759 46.977 980 47.957 92% 

Jumlah 981.192 355.611 369.844 725.455 19.774 745.299 81% 

  Sumber : Komisi Pemilihan Umum Gresik 

  Pilkada 2020 ini memang sedikit berbeda dari Pilkada tahun lalu, 

pasalnya  dikarenakan adanya virus Covid-19 yang sampai pada detik ini 
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belum selesai. Komisi Pemilihan Umum terpaksa harus tetap mengadakan 

Pilkada ditengah pandemi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 

yang sangat ketat.  

f. Partisipasi Masyarakat 

  Dalam proses pemilu, partisipasi masyarakat memiliki peran yang 

cukup penting. Adanya keterlibatan partai politik menjadi salah satu 

penggerak keikutsertaan masyarakat untuk terlibat secara aktif pada 

penyelenggaraan pemilu. Yang dimaksud partisipasi masyarakat ialah 

partisipasi politik (keikutsertaan dalam bidang politik) yang memiliki 

makna aktifitas ikut serta dalam kehidupan. Menentukan pemimpin 

nasional dengan menggunakan metode yang mempengaruhi kebijakan 

pemerintah. Kegiatan tersebut meliputi pemungutan suara dalam pemilihan 

pemilihan umum, berpartisipasi dalam konferensi, berinteraksi atau melobi 

dengan peabat pemerintah, dan menjadi anggota partai melalui tindakan 

langsung.47  

  Dindonesia, tanggal 9 Desember 2020 Pilkada diadakan diseluruh 

Indonesia pada waktu yang bersamaan. Pilkada 2020 berbeda dengan 

Pilkada sebelumnya. Ini merupakan tantangan berat yang patut dihadapi 

pemerintah, salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi 

publik yang rendah akan menyebabkan hilangnya legitimasi pemilu dan 

mempengaruhi kualitas demokrasi, sebaliknya jika partisipasi publik 

meningkat, maka demokrasi akan berhasil. 

                                                            
47 Miriam Budiarjo.2008. “Dasar-dasar Ilmu Politik”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 367 
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Tabel 3.7 

Jumlah Presentase  

No Tahun Tingkat Presntase 

1.  2010 72% 

2.  2015 70% 

3.  2020 81% 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Gresik 

 

 Berdasarkan trend partisipasi pada Pilkada 2010 dengan partisipasi 

sebesar 72%, Pilkada 2015 dengan partisipasi 70%, dan Pilkada tahun 2020 

dengan partisipasi 81%. Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa 

adanya musibah pandemi covid-19 yang ada diIndonesia bukan menjadi sebuah 

problematika bagi Komisi Pemilihan Umum untuk tetap berusaha meningkatkan 

jumlah partisipasi masyarakat di Kabupaten Gresik. Bapak Akhmad Roni 

memaparkan : 

“...Tingkat partisipasi di kabupaten Gresik dipengaruhi oleh 3 hal yaitu 

kesadaran berpolitik masyarakat, tingkat sosialisasi masyarakat, serta 

peserta pemilu...” 

 

a) Kesadaran berpolitik 

  Sebgai warga negara masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak 

dan kewajiban meruapakan Kesadaran berpolitik seseorang. Keterkaitan 
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seseorang dan lingkungan merupakan hal yang sangat penting terhadap 

politik dan dilingkungan masyarakat.48 

  Kesadaran politik juga menjadi prasarat penting dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan setiap masyarakat 

yang memiliki kesadaran politik tentunya memahami bahwa setiap kegiatan 

pemilu masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan 

pencoblosan. Masyarakat Kabupaten Gresik memiliki kesadaran politik 

yang amat besar, tentu saja hal ini mempunyai pengaruh pada tinggi dan 

rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pilkada 2020 di 

Kabupaten Gresik.   

b) Tingkat Sosialisasi Masyarakat 

  Sosialiasi merupakan sebuah proses individu mempelajari 

kebiasaan mereka yaitu jalan hidup,nilai serta tata cara kehidupan 

bermasyarakat agar bisa dibisa diterima baik oleh masyarakatnya. 

  Menurut Ramlan Subakti, sosialisasi politik mengacu pada cara 

penataan perilaku masyarakat. Anggota masyarakat mendapat perilaku 

tentang kehidupan di perpolitik melalui proses politik. Rangkaian ini 

berjalan selamanya, didapat baik secara sengaja atau dengan pendidikan 

formal, nonformal, dan informal, atau taidak sengaja didapat melaluikontak 

serta pengalaman setiap harinya, yakni pada tahap kehidupan keluarga dan 

tetangga atau kehidupan masyarakat.49 

                                                            
48 Khamim Thohari,Skripsi, “Pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan 

kepala daerah di provinsi jambi” , ( Universitas Jambi, 2019), Hal 9 
49 Ramlan Subakti.2020. “Memahami Ilmu Politik”. Jakarta : PT Grasindo. Hal 149-150 
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  Dari perspektif transmisi informasi, sosialisasi politik dibagi jadi 2 

: pendidikan politik dan indoktrunasi politik. Pendidikan politik adalah 

proses dialog antara pengiriman dan penerima informasi. Dengan rangkaian 

ini,  masyarakat belajar tentang nilai, tata cara, dan tanda politik 

dinegaranya, berbagai partai politik pada sistem perpolitikan, termasuk 

sekolah, pemerintah, dan parpol serta siswa, bertujuan untuk memberikan 

pemahaman, apresiasi dan pengalaman tentang apa yang dianggap cita-cita 

dan nilai-nilai politik yang baik, norma, dan simbol. Melewati aktivitas 

kurikulum, pelatihan, pertemuan dan partisipasi di macam-macam lembaga, 

sistem politik yang demokratis dapat menjalankan fungsi pendidikan politk.  

  Indoktinasi politik itu sendiri memiliki makna, yaitu proses dimana 

penguasa secara sepihak mengajak masyarakat menerima cita-cita dan nilai 

indah, perilaku dan lambang, mereka beranggapan bahwa mereka yang 

memiliki kuasa. Partai-partai politik dibaawah sistem totaliter memainkan 

peran indoktrinasi politik dengan cara melakukan macam-macam kegiatan 

dengan pemaksaan psikolog dan pelatihan.50 

c) Peserta Pemilu 

  Menurut bapak Akhmad Roni yang paling berpengaruh dalam 

pengaruh partisipasi masyarakat adalah peserta pemilu.  Pada Pilkada 2020 

diGresik  ada dua paslon yang mengikuti pertarungan. Dua paslon yang 

mendaftar ke Pilkada 2020 di Gresik ini yaitu paslon nomor urut 01 yaitu 

pasangan Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah dan paslon nomor urut 

                                                            
50 Ibid, hal 150 
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02 yaitu Muhammad Qosim-Asluchul Alif, sesuai dengan surat keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Gresik Nomor 279/Hk.03.1-Kpt/3525/Komisi 

Pemilihan Umum-Kab/IX/2020 menyatakan isi penetapan pasangan calon 

bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Gresik dan wakil bupati 

2020.51 

Tidak hanya itu bapak Akhmad Roni juga memaparkan bahwa : 

 

 “...Jumlah DPT juga mempengaruhi partisipan masyarakat. Karna 

jumlah partisipan itu berapa jumlah DPT dan berapa jumlah yang 

hadir di TPS. Kalau penyusunan DPT bagus itu artinya juga sangat 

mempengaruhi jumlah kenaikan partisipan masyarakat Gresik...” 

 

Tabel 3.8 

Jumlah DPT Kabupaten Gresik 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.  Balongpanggang 21.113 21.661 42.774 

2.  Benjeng 23.846 24.333 48.179 

3.  Bungah 24.201 24.124 48.325 

4.  Cerme 28.812 28.923 57.735 

5.  Driyorejo 35.449 36.650 72.099 

6.  Duduksampeyan 18.045 18.396 36.441 

                                                            
51 Liputan6. “Dua paslon ikuti pertarungan di pilkada gresik 2020” .  Dipublikasikan pada artikel online 

liputan6 pada 23 September 2020 
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7.  Dukun 24.658 24.668 49.326 

8.  Gresik 27.905 28.983 56.888 

9.  Kebomas 37.193 38.080 75.273 

10.  Kedamean 23.087 23.486 46.573 

11.  Manyar 39.701 39.654 79.355 

12.  Menganti 44.245 44.225 88.470 

13.  Panceng 19.225 19.530 38.775 

14.  Sangkapura 18.253 18.361 36.614 

15.  Sidayu 15.544 15.574 31.118 

16.  Tambak 9.997 10.420 20.417 

17.  Ujungpangkah 18.855 18.724 37.579 

18.  Wringinanom 26.073 26.198 52.271 

19.  Jumlah Keseluruhan 456.202 461.990 918.192 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik  
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Tabel 3.9 

Jumlah Pemilih Yang Pindah  

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.  Balongpanggang 0 0 0 

2.  Benjeng 4 6 10 

3.  Bungah 8 4 12 

4.  Cerme 61 6 67 

5.  Driyorejo 1 2 3 

6.  Duduksampeyan 8 7 15 

7.  Dukun 4 0 4 

8.  Gresik 43 18 61 

9.  Kebomas 79 41 120 

10.  Kedamean 0 1 1 

11.  Manyar 13 17 30 

12.  Menganti 2 0 2 

13.  Panceng 2 3 5 

14.  Sangkapura 18 5 23 

15.  Sidayu 0 1 1 

16.  Tambak 16 11 27 
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17.  Ujungpangkah 0 0 0 

18.  Wringinanom 3 2 5 

19.  Jumlah keseluruhan 262 124 386 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

 

Tabel 3.10 

Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar DPT Tetapi Menggunakan Tanda 

Pengenal Atau  Sertifikat Elektronik Untuk Memilih  

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1.  Balongpanggang 74 42 116 

2.  Benjeng 45 49 94 

3.  Bungah 63 53 116 

4.  Cerme 77 102 179 

5.  Driyorejo 192 226 418 

6.  Duduksampeyan 26 28 54 

7.  Dukun 32 34 66 

8.  Gresik 104 125 229 

9.  Kebomas 209 211 420 

10.  Kedamean 48 48 96 

11.  Manyar 224 239 463 
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12.  Menganti 166 203 369 

13.  Panceng 28 45 73 

14.  Sangkapura 37 39 76 

15.  Sidayu 13 16 29 

16.  Tambak 73 64 137 

17.  Ujungpangkah 35 33 68 

18.  Wringinanom 80 76 156 

19.  Jumlah Keseluruhan 1.526 1.633 3.159 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

g. Kendala di TPS 

  Ketika pilkada dilaksanakan, peneliti menemukan sedikit 

kenadala. Mulai dari warga yang tidak menaati memakai masker saat di TPS 

dan datang ke TPS tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh 

panitia pemilih. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Slamet : 

“...Kendalanya ya rumah saya dengan tps jaraknya lumayan jauh di rt 

sebelah terus orang-orang yang sudah dijadwal datang ke tps jam sekian 

tapi datangnya tidak tepat waktu, ada yang datang terlalu pagi dengan 

alasan mau kerja trus ada juga yang datang sore nunggu tps sepi jadi pas 

di tps ya terjadi tabrakan jadwal...” 

 

4. Upaya Pencegahan Penularan Covid 19 Di Pilkada 2020 Kabupaten Gresik 

 Dengan tetap di selenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 di tengah 

pandemi covid-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua 

berharap, baik dari aspek demokrasi maupu kesehatan masyarakat sama-sama 

dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang 
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terwujud melalui Pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan lancar 

dan tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap 

aman dari Covid-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada 

serentak 2020 ini dapat berjalan lancar dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara 

lain : 

a. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan 

  Upaya dalam persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang 

baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh 

protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada tiap tahapan 

pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme 

pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. 

  Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik melakukan koordinasi 

dengan gugus tugas covid-19 dan melakukan protokol kesehatan selama 

pencoblosan. Untuk melakukan Pilkada ditengah pandemi dengan tetap 

mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Bapak akhmad Roni 

memaparkan bahwa : 

“...Pilkada 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga 

masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya wajib mematuhi 

protokol kesehatan. Tidak hanya masyarakat yang harus mematuhi 

protokol kesehatan petugas KPPS pun sebeleum bertugas harus 

dipastikan sehat dan terbebas dari covid 19, dengan melakukan rapid 

tes yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Gresik, begitupun dengan petugas coklit. Dilakukan pengecekan 

kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan tugasnya...” 

 

  Setiap petugas KPPS wajib menjalani rapid tes dan harus 

menggunakan sarung tangan, setiap TPS harus disemprot disinfektan 

sebelum dilakukan pencoblosan dan setiap masyarakat yang akan 
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melakukan pencoblosan harus menggunakan masker, cuci tangan, menjaga 

jarak, dan dilakuakn tes suhu. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Akhmad 

Roni : 

“...Dalam pencegahan terjadinya klaster baru di Pilkada 2020 

kabupaten Gresik tidak ada inovasi baru cukup dengan menjalankan 

protokol. Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik juga bekerja sama 

dengan dinas kesehatan untuk menyiapkan fasilitas kesehatan 

ditengah Pilkada 2020...” 

 

  Inovasi adalah ide baru yang baru atau sudah ada akan tetapi belum 

diketahui oleh banyak orang. Inovasi juga bisa dikatakan sebagai sebuah 

metode baru untuk mengingkatkan kualitas terhadap suatu program atau 

barang yang sudah ada.52 Bapak Akhmad Roni juga menuturkan : 

 “...Kalau untuk sistem rekapitulasi mungkin agak sedikit berbeda, 

pilkada tahun ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

menggunakan sistem Sirekap tidak menggunakan situng seperti 

biasanya. Hal ini adalah usaha untuk mencegah adanya  penularan 

covid-19 selain menjalankan protokol kesehatan...” 

 

  Tidak hanya Kabupaten Gresik yang menggunakan sistem 

Sirekap, namun pada Pilkada 2020 seluruh Kabupaten di Jawa Timur 

menggunakan sistem Sirekap. Hal ini dilaksanakan supaya di Pilkada 2020 

tidak terjadi penularan Covid-19. 

                                                            
52 Udin Syaefudin Sa’ud.2014. “Inovasi pendidikan” . Bandung : Alfabeta. Hal 4  
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Bapak Yatmin juga menuturkan, bahwa : 

“...Ketika sampai di tps para pemilih diwajibkan menjalankan 

protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan 

menjaga jarak, di tps juga telah disediakan tempat cuci tangan dan 

hand sanitizer...” 

Bapak Slamet juga menuturkan : 

“...Di setiap rt di sudah disediakan tps akan tetapi dipenar-pencar, 

maksudnya dalam satu rt belum tentu juga satu tps...” 

 

Bapak Kasno juga menuturkan : 

“...Pilkada kemarin di TPS menerapkan protokol kesehatan dengan 

baik, petugas membagikan sarung tangan yang sekali pakai itu satu-

satu dan disana juga disediakan tempat cuci tangan jadi kami para 

pemilih sebelum masuk ke TPS nharus cuci tangan terlebih dahulu...” 

 

  Ini artinya upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di klaster 

pilkada 2020 sangat ketat dan diharapkan dengan masyarakat maupun 

petugas KPPS bisa menjaga protokol kesehatan tidak terjadi penyebaran 

virus Covid-19 dan tingkat partisipasi juga tetap tinggi. 

b. Kedisiplinan Masyarakat 

  Rencana Pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan 

keamanan masyarakat yang jauh lebih penting. Tidak mungkin 

mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama 

demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan 

kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya setiap kebijakan apapun itu 

adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan 
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demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga 

penting. Bapak Akhmad Roni juga mengatakan : 

“...Kami selaku penyelenggara pemilu juga gencar mengingatkan 

kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan dalam pilkada 

2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada tidak mematuhi 

protokolkesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga 

sanksi...” 

 

 Oleh karena itu tantangan tersebut harus dicegah bersama-sama baik 

penyelenggara pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, dan 

masyarakat, bagaimana mempunyai komitmen bersama punya niat yang 

kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi Covid-19 dengan baik 

dan tetap aman. 

c. Harus Ada Komitmen Baik Untuk Peserta Pilkada Maupun Pelaksanaan 

  Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan 

mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang 

melibatkan massa. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh bapak 

Akhmad Roni : 

“Tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi 

Covid-19 harus mempunyai komitmen, karena  dalam pemilu tidak 

hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga 

menyangkut antara politik dengan kesehatan...” 

 

B. Analisa Data 

 Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data, yang harus dikerjakan  

peneliti yaitu membuat daftar pertanyaan, pengumpulan data, serta analisis data. 

Mampu mengetahui sampai mana informasi yang diserahkan oleh informan 
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yang terkait dengan problematika Komisi Pemilihan Umum saat Pilkada 

ditengah pandemi covid 19. 

1) Tantangan Yang Dialami Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

Dalam Pilkada  2020 

 Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta 

demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala 

daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah 

administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara 

bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala 

daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana 

mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan 

Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020. 

Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang 

keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 

2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, 

rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada 

Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah. Di tengah-tengah 

pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap 

diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya 

dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi 

bulan Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu 
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merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan 

perundangan-undangan sebagai jaminan konstitutisonalitas penundaan 

Pilkada 2020. Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna 

melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan 

negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 

  Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan 

diselenggarakannya pemilihan umum. Mengingat tahun 2020 ini 

Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak, maka pilkada 

serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah 

wabah pandemi covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan 

protokol Kesehatan. Pilkada serentak ini merupakan salah satu sarana 

penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu 

dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah 

seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak tahun 

2020 apalagi sudah seharusnya pula Pemerintah menjamin agar 

pelaksanaan pilkada serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi. 

Hal terkait Penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang Undang 

Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk 

konstitusi bangsa Indonesia. Karena, momentum politik seperti pilkada 

merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga 

negara. Baik mereka sebagai  calon peserta pemilu maupun siapa saja 

yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83 
 

 Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat 

dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan 

massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa 

pandemi punya risiko besar. Terlebih lagi, kini sejumlah bakal calon 

juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat 

semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang pilkada dilaksanakan, 

yang ditakutkan lonjakan kasus covid-19 bisa menciptakan krisis yang 

semakin meresahkan semua masyarakat. Hal tersebut tentu sangat 

berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah yang 

sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan 

diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut 

zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap 

melaksanakan protokol Kesehatan covid-19.  

 Dengan tetap diselenggarakannya pilkada tahun 2020 tentunya 

akan membuat kekhawatiran  terhadap potensi terjadinya praktik 

kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin 

marak di tengah kondisi pandemi. Perekonomian yang melemah 

berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Hal tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon 

kepala daerah tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik hanya 

karena diiming-imingi uang saja yang bahkan jumlahnya pun tidak 

seberapa.  Selain itu,  potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada 

serentak tahun 2020 ini dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan 
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pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. 

Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di 

luar ketentuan,  pemungutan di tengah pandemi covid ini menggunakan 

hal baru di dalam hal penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya 

penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.   

 Pada Pilkada 2020 tingkat partisipasi masyarakat naik sebanyak 

81% dibandingkan dengan tahun lalu hanya 70%.. Ini artinya 

mengalami kenaikan sebanyak 11% dan Gresik merupakan kabupaten 

yang jumlah partisipannya paling tinggi di seluruh Jawa Timur. 

Begitupun dengan praktik pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi tidak 

mengalami perubahan tetap menggunakan sistem pemilihan umum 

secara langsung. Masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka 

secara langsung, datang ke TPS dan melakukan pencoblosan. Yang 

menjadi pembeda Pilkada 2020 di Kabupaten Gresik hanyalah dengan 

adanya protokol kesehatan yang ketat yang harus ditaati oleh petugas 

Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun masyarakat. 

 Tidak hanya itu Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik juga 

menggunakan sistem Sirekap untuk pertama kali sebagai pengganti 

sistem situng. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam 

perhitungan dan mencegah terjadinya penularan virus covid-19. 

2) Upaya pencegahan penularan covid 19 diPilkada 2020 kabupaten Gresik 

 Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah  

Gresik dalam pencegahan penularan ditengah pilkada yaitu dengan 
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menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Meski tidak ada inovasi 

lain yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

untuk pencegahan penularan ditengah pilkada akan tetapi upaya yang 

dilakukan sudah terbukti ampuh untuk menekan angka penularan di 

pilkada 2020 dan mampu menaikkan jumlah partisipan. 

 Tidak hanya itu bahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 

juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk 

membantu dan melakukan pencegahan penularan virus covid-19 di 

tengah Pilkada dengan cara memfasilitasi alat-alat medis. 

 Pada pilkada 2020 Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik juga 

menggunakan sistem Sirekap, ini digunakan guna antisipasi terjadinya 

penyebaran Covid-19, selain untuk mencegah penularan Covid-19 

sistem Sirekap juga dinilai lebih praktis dan cepat dalam melakukan 

perhitungan suara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

 

 Menurut penjelasan  pada bab-bab sebelumnya dan penelitian dilapangan, 

sudah didapatkan data serta informasi yang menjelaskan  tentang problematika 

Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik pada Pilkada 2020. Sehingga dari 

paparan diatas dapat diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penyajian data dan hasil analisa pada bab sebelumnya, 

maka bisa diambil kesimpulan yaitu : 

1. Kampanye, adanya pelarangan kampanye yang dilakukan oleh 

penyelenggara pilkada hal ini dilakukan guna untuk upaya pencegah 

penyebaran virus C0vid-19 

2. Politik uang, adanya kecurang yang terjadi pada pilkada 2020 di 

Kabupaten Gresik perkepala mendapatkan uang sebesar Rp.100.000. 

3. Praktik pelaksanaan pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum tetap 

menggunakan sistem pemilihan secara langsung 

4. Rekapitulasi Suara, sistem rekapitulasi suara menggunakan sistem 

sirekap atau perhitungan suara secara online. 

5. Partisipasi masyarakat, pada Pilkada 2020 Di Gresik Partisipasi 

masyarakat mengalami peningkatan sebantak 11%. 
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6. Kendala di TPS, lokasi TPS dengan rumah jauh, dan warga yang akan 

melakukan pemilihan tidak datang sesuai jadwal, alhasil bayak warga 

yang jadwalnya tabrakan. 

7. Upaya pencegahan ada 3 yaitu meningkatkan pengawasan protokol 

kesehatan, kedisiplinan masyarakat, dan adanya komitmen dari 

penyelenggara pemilu. 

B. Saran 

  Menurut hasil penelitian penulis, penulis mengajukan saran 

sebagai berikut :  

1. Untuk mencegah terjadinya keterlambatan logistik ke daerah-daerah 

yang susah dijangkau Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik harus 

lebih memperhatikan kebutuhan kelengkapan logistik yang 

dibutuhkan dan lebih sigap supaya tidak terjadi keterlambatan lagi 

untuk Pilkada ditahun yang akan datang. 

2. Untuk pencegahan terjadinya kecurangan seperti politik uang, 

penyeleggara pemilu harus lebih ketat lagi dalam melakukan 

pengawasan. 

3. Untuk kendala di TPS, sebaiknya jarak TPS dan rumah warga jangan 

terlalu jauh dan warga harus diberi sosialisasi supaya merekadatang ke 

TPS sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 
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